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MOTTO :

“Barang siapa vang membunuh dengan sengaja, maka ia
dikenai  gisash. Barang siapa  satu  dengan  yang lainnva
menghalalkannya, maka ia akan mendapai laknat Allah, Malaikat,
dan seluruh manusia, dan tidak akan diterima amal wajibnyva dan

amal sunahnya” (H.R. Abu Daud)’

‘Sumber: Abdurrahman Al Maliki. Sistem Sanksi Dalam Islam_2002-134
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RINGKASAN

Pada awal bulan Februari 2003, banyak media massa yang memberitakan
tentang  penolakan grasi oleh Presiden terhadap terpidana mati yang telah
menjalani masa tahanan bertahun-tahun. Hal ini berarti cksckusi pidana mati
terhadap terpidana sangatlah lambat. Lambatnva cksekusi pidana mati sangatlah
disesalkan karena indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjunjung
tingg asas kepastian hukum. Megapa lambatnya cksekusi pidana mati sepertt i
terjach dan apa penyebabnyn?

Tuuan penulis dalam penulisan ilmiah ini adalah untuk mengetahu
penyebab  lambatnya pelaksanaan eksekusi terhadap pidana mati. Metode
pendekatan masalah vang digunakan adalah pendekatan vuridis normatif
berdasarkan sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan,
dan bahan hukum sekunder seperti buku literatur Metode pengumpulan bahan
hukum  dilakukan dengan studi literatur (kepustaksan) dan analisa yang
digunakan adalah analisis desknptif kualitan(

Berdasarkan daw yang diperoleh dan bahan hukum vang vang digunakan
dapal diketahui bahwa penyebab lambatnya pelaksanaan eksekusi terhadap
terpidana mati di Karenakan kesalahan terdakwa/terpidana mati itu sendini yang
telah menempuh berbagai upaya hukum yang memang telah menjadi hak mereka
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana. Upava
hukum yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana itu antara lain, banding, kasasi,
peninjauan kembali, dan grasi. Upaya hukum banding dan kasasi menyebabkan
putusan tidak mempunyai daya eksekusi. Peninjauan kembali pada asasnya tidak
dapat menangguhkan atay menunda pelaksanaan eksekusi. namun dalam kasus
terpidana mati hal ini dikecualikan Grasi merupakan penvebab utama lambatnva
eksekusi pidana mati karena memakan jangka waktu vang lama Penvebab lainnya
vaitu tidak adanya aturan yang tegas vang menentukan kapan eksckusi itu harus

dilaksanakan

%l
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Berkaitan dengan permasalahan dan fakia vang ada, penulis menyarankan
agar upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) meskipun dapat menunda
pelaksanaan eksekusi pidana mati, namun proses pemeriksaannya diharapkan
dapat berjalan dengan cepat guna mendapatkan kepastian hukum serta upaya
hukum yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana mati harusnya dijadikan prioritas
untuk diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu sehingga tidak memakan waktu
yang berlarut-larut dan Presiden sebagai orang yang berhak dalam memberikan
keputusan grasi seharusnya mempertimbangkan kondisi vang telah dialami oleh

terpidana mati, seperti masa tahanan yang telah dijalani oleh terpidana mati

xii
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PENDAHULUAN \

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam era pembangunan hukum dewasa ini. penegakan hukum
dalam segala bidang kehidupan telah banvak dilakukan. Hal ini terlihat dengan
begitu gencarnya dan menggebu-gebu kegiatan im dilakukan sekarang inj sebagai
bukti bahwa pemerintah sangatlah serius dalam masalah penegakan  hukum
Kondisi seperti ini dapatlah dimengerti karena pembangunan hukum, sebenarnya
berintikan pada penegakan hukum yang berhasil. Pembangunan hukum dapat
dikatakan telah berhasil apabila hukum telah ditegakkan dengan benar, namun
apabila diperhatikan dan menelaah lehih lamut hasil yang diperoleh dari
pelaksanaan hukum dewasa ini, masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal 1n
dimungkinkan masih banyak faktor-faktor vang mempengaruhinva, baik faktor
teknis maupun non-teknis.

Soekanto (1983:3) mengatakan bahwa -

“Secara koseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai vang dijabarkan dalam
kaidah-kaidah atau pandangan vang mantap dan mengejawantah dan
dalam sikap, sebagai rangkaian penjabaran  nilai  akhir  untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup™.

Berdasarkan pengertian pencgakan hukum tersebut, maka ada 2 hal yang
dapat diambil, pertama, hukum tidak akan tegak apabila nilai-nilai tidak serasi
dan hal int tegelma dalam kaidah-kaidah yang mengakibatkan terjadinya sikap
atau perilaku yang inengganggu pergaulan hidup. Kedua, tujuan penegakan
hukum adalah untuk menciptakan, memelihara. dan mempertahankan kadamaian
pergaulan hidup.

Masalah pokok dalam proses penegakan hukum sehbenamya adalah terletak
pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendin. Menurut
Sockanto (1983:5), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ity
adalah sabagai berikut

a. baik-buruknya hukum (Undang-undang) vang berlaku,
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b. batk buruknya mentalitas penegak hukum,
c. fasilitas atau sarana yang mendukung, dan
d. taraf kesadaran dan kepatuhan warga masvarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan hukum vang komplek,
karena selain berkaitan dengan bidang kehidupan, juga menvangkut berbagai
pthak dalam penanganannya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman,
lLembaga Pemasyarakatan dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kerjasama
antara berbagai pihak yang berkompeten merupakan syaral yang mutlak untuk
menghasilkan pola kerja yang efektif dan efisien.

Penegakan hukum dalam kaitannvya dengan lapangan hukum pidana,
penegakan hukum itu sangat berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana karena
sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa proses atau tahap vang harus dilalui,
mulai dari proses penyidikan, penuntutan, peradilan. sampai pelaksanaan
cksekusi. Salah satu proses atau tahap tidak dipenuhi, berarti penegakan hukum
itu belum berjalan.

Pada awal bulan Februari 2003 masyarakat digemparkan dengan berita
tentang diterbitkannya Keputusan Presiden No.20/G, 21/G, 22/G, dan 24/G Tahun
2003 yang isinya tentang penolakan Grasi yang dimohonkan oleh terpidana mati,
Terpidana mati yang ditolak permohonan grasinya itu telah menjalani masa
tahanan yang cukup lama, bahkan ada yang sudah belasan tahun berada dalam
Lembaga Pemasyarakatan,

Pro dan kontra mulai bermunculan, ada yang mendukung diterapkannya
pidana mati dan ada yang menolak dengan berbagai argumen. Terlepas dan pro
dan kontra berkaitan dengan pidana mati. kelemahan dalam penerapan hukum
pidana mati adalah terjadinya rentang waktu vang cukup panjang antara putusan
dijatuhkan dengan pelaksanaan eksekusi, sehingga timbul kesan seolah-olah tidak
adanya kepastian hukum, dengan kata lain pelaksanaan eksckusi terhadap
terpidana mati sangat lambat

Rentang waktu yang cukup panjang itu (antara putusan pidana mati
dengan waktu pelaksanaan eksekusi hukuman), dikarenakan terdakwa/terpidana

mati memanfaatkan atau menempuh segala upaya hukum yang memang menjadi
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hak mereka untuk mengajukannya. Upaya-upaya hukum yang mereka tempuh
adalah sesuai dengan apa vang telah di berikan undang-undang. Upaya hukum
vang mereka lakukan memakan waktu yang sangat lama_ sedang untuk menunggu
keputusan upaya hukum yang mereka lakukan, mereka harus berada dalam
tahanan sesuai dengan KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha membahas lebih lanjut
mengenal upaya hukum yang mercka lakukan dalam skipsi ini dengan judul :
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAMBATNYA EKSEKUSI PIDANA
MATL

1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang di angkat dalam penulisan skipsi ini adalah sebagai
berikut :
|. apakah upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dapal menunda
pelaksanaan eksekusi pidana mati ?

2. mengapa eksekusi terhadap terpidana mati lambat untuk dilaksanakan ?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah -
I untuk memahami apakah upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dapat

menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati.

b2

untuk memahami dan mengetahui penyebab lambatnya pelaksanaan eksckusi

terhadap terpidana mati.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan dapat dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah apabila dilakukan
dengan cara yang tertentu secara sistematis sehingga dapat ditarik suaty
kesimpulan yang akan membantu dalam menjawab permasalan vang ada. Metode

yang dipergunakan dalam penulisan skipsi ini adalah :
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L4.1 Metode Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penvusunan skripsi ini adalah
pendekatan yuridis normatif, vaitu dengan cara menelaah, menganalisa dan
membahas permasalahan berdasarkan peraturan  perundang-undangan vang
berlaku yang ditunjang dengan buku-buku literatur yang berisi konsep-konsep

teoritis mengenai pidana mati dan upaya hukum dalam peradilan pidana.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skipsi ini adalah -
| Bahan hukum primer, adalah bahan yang isinva mengikat karena dikeluarkan
oleh pemerintah, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang

berlaku

b

Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang digunakan untuk membahas bahan

primer, yang dalam hal in1 adalah lLiteratur (Soekanto, 1981:52),

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi literatur, yaitu
pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari,
dan memahami perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan upava
hukum dalam peradilan pidana, sehingea dapat diperoleh suatu hahan sebagai

dasar hukum dan landasan teori dalam penyusunan sknipsi ini,

1.4.4  Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah anahisis deskriptif kualitatif, karena analisa vang dilakukan untuk
memperoleh suatu pambaran dari permasalahan yang ada mengenai fakta yang
tejadi dalam hubungan antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dengan data yang diperoleh, untuk selanjutnya dianalisa secara benar dan cermat

guna mendapatkan kesimpulan yang benar
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BAB IT _-___-_"""-——-_..__

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Lambatnya Eksekusi Pidana Mati

¢ Bahar bin Matar (60 tahun), terpidana mati kasys pembunuhan
Petani asal desa Parit Intan Besar, pulau Palas, kecamatan Tempuling,
kabupaten Indragiri [hr, Riau, divonis mai oleh Pengadilan Negen
I'embilahan, Riau, 5 Maret 1970 la dinvatakan terbukti melanggar pasal 340
Jo pasal 365 jo pasal 328 Jo pasal 285 KUHP
la bersama tiga temannya, Idrus bin Musa, Una bin Bakran, dan Ibrahim
dinyatakan terbukti membunuh La Mamat bin La Pusing dengan tujuh
tikaman. Kelompok Bahar juga terbukti menculik, memperkosa berkali-kali,
dan kemudian membunuh dua wania
Bahar menghuni Lembaga Pemasvarakatan Tembilahan selama 5 tahun,
setelah 1tu dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, sejak 19 Mej
1983, 1 menghuni Lembags Pemasyarakatan Baty, Nusakambangan.
Permohonan grasi pertama vang diajukan Bahar ditolak Presiden pada tanggal
13 juli 1972 Pada tahun 1980, ia kembali mengajukan grasi, namun tidak
memperoleh jawaban Pada tahun 1995, ia kembali mengajukan permohonan
Grasi dan mengingatkan pemenntah pada permohonan sebelumnya. Hingga
Kini nasibnya belum jelas

¢ Suryadi Swabhuang al Adi Kumis al. Dodi bin Soekarno (36 tahun),
terpidana mati kasus pembunuhan
la di vonis mati dengan putusan Pengadilan Neger; Palembang Nomor
595/Pts Pid B/1991 PN Plg Pertama ia mendekam di  Lembaga
Pemasyarakatan Palembang, lalu dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan
Pajo. Palembang sampar tahun 1996, sebhelum akhimvya di tempatkan di
Lembaga Pemasyarakran Batu, Nusakambangan
Pada saat sedang cut bekerja, ia diajak dua lemannya menagih hutang ke
Palembang kepada Bambang Pada saat mereka menagth hutang kepada

Bambang, Suryadi dan dua temannya disapa dengan tidak sopan, lalu Alex
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emosional namun dapat dilerai. Korban dengan tiba-tiba memukul Alex,
akibat perbuatan korban, Suryadi dengan dua temannya mengeroyok korban,
Korban dihantam kepalanya dengan botol. tetapi korban tetap bergeming, lalu
Alex menusukkan samurai hingga korban meninggal dunia. Ayah korban dan
pembantunya masuk sctelah mendengar keributan., namun keduanya juga
dibunuh, lalu ibu korban juga masuk dan kemudian dicekik oleh salah seorang
teman Suryadi karena mau berteriak.

Sumiarsih (52 tahun), Djais Adi Prayitno (68 tahun). dan Sugeng (38
tahun), terpidana mati kasus pembunuhan dengan segaja dan direncanakan
terlebih dahulu serta pencunian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang
dengan bersekutu.

Ketiganya divonis mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan
Nomor 80/PidB/1988 tanggal 20 Februari 1989 Sumiarsih  bersama
suaminya Djais Adi Prayitno dan anaknya Sugeng serta menantunya Sersan
Dua Polisi Adi Saputro dinyatakan terbukti menghilangkan nyawa suami-istri
Letnan Kolonel (Marinir) Poerwanto, dua anak mereka, serta seorang
kerabatnya pada tanggal 18 Agustus 1988. Usai dibantai korban dimasukan ke
dalam mobil Taft (milik korban), lalu dibuang ke jurang.

Sumiarsih, Djais Adi Prayitno, Sugeng, dan Adi Saputro dijatuhi pidana
matiAdi Saputro yang dijatuhi pidana mati oleh Mahkamah Militer telah
dicksekusi pada tahun 1993. Saat ini mereka belum dapat dieksekusi, dan
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Diais Adi Prayitno malah sudah
meninggal di Lembaga Pemasyarakatan Kali Sosok, Surabaya, awal tahun
2001.

Jurit bin Abdullah (38 tahun), terpidana mati kasus pembunuhan

[a divonis pidana mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dengan putusar
Nomor 310/Pts.Pid/B/1997/PN Sky tanggal 19 Februari 1998 karena
dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan pembunuhan yang

direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama.
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¢ Ayodha Prasad Chaubey (63 tahun). terpidana mati kasus narkotika,

la divonis pidana mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan putusan
Nomor 544/Pid B/1994/PN Mdn tanggal 8 September 1994 karena dinyatakan
telah terbukti bersalah secara bersama-sama tanpa hak membawa narkotika
dan secara bersama-sama tanpa hak mengimpor narkotika. la ditangkap di
Bandara Polonia Medan dengan Barang Bukti Heroin seberat 12,5 kg,
Ibrahim Bin Ujang (lahir di Talang Andong tahun 1961), bersama 2
temannva vaitu terpidana Sofvan Bin Abdul Manap dan terpidana Muhamimad
Dani Bin Abdul Manap oleh Pengadilan Negeri Sekayu telah diputus secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama
melakukan pembunuban berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP jo pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP dalam amar putusan No. 309/Pts Pid/B/1998 tanggal 19
Februari 1998, dengan vomis berupa:

- Terhadap terdakwa Ibrahim Bin Ujang divonis hukuman mati,

- Terhadap terdakwa Solyan Bin Abdul Manap dan Muhammad Dani Bin

Abdul Manap divonis masing-masing 20 tahun penjara.

Kesemua terpidana tersebut hingga kini belum menjalani eksekusi mati

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan

skripsi 1ni adalah :

I

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat (1)

“Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung” .

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

a. pasal 67
Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap
putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas
dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya

penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
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b. pasal 244
Terhadap putusan perkara vang diberikan pada tingkal terakhir oleh
pengadilan laimn selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut
umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi  kepada
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

¢. pasal 263 ayat (1)
Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dar sepala tuntutan hukum.
terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan
kembali kepada Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman

a. pasal 10 ayat (3)
Terhadap  putusan-putusan  yang  diberikan tingkat terakhir oleh
Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat
diminta kepada Mahkamah Apung.

b. pasal 19
Atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama, vang tidak merupakan
pembebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak
yang bersangkutan, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

c. pasal 20
Atas putusan Pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi
kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang
diatur dalam undang-undang,

d. pasal 21
Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-
undang . terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan  kembali  kepada
Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak
yang berkepetingan.
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4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang  Permohonan  Grasi
sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun
2002 tentang Grasi,

Lh

Undang-Undang Nomor 2/PPNS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pidana Mati Yang Diatuhkan Oleh Pengadilan di Lmgkungan Peradilan
Umum dan Militer

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 43
avat (1)

Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya
telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh

Undang-undang.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pemidanaan
A. Pengertian Permidanaan
Perkataan  pemidanaan itu adalah  sinomim dengan  perkataan
penghukuman, tentang hal ini Soedarto menjelaskan -

“penghukuman itu berasal dari kata hukum. sehingpa dapat diartikan
schagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang  hukumnya
(herechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa ity tidak hanya
menyangkut masalah hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata
Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah
tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara
pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau
penjatuhan pidana oleh hakim ™ (Lamintang: 1984; 49)

Menurut Kamus [Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud: 1988), kata

penghukuman berarti menjatuhkan hukuman kepada: membiarkan orang lamn
menderita susah sebagai balasan atas pelanggaran vang telah dilakukan Berkaitan
dengan putusan pengadilan berarti pemidanaan adalah pemberian pidana atan
hukuman yang diberikan oleh hakim kepada orang yang telah terbukti bersalah

melakukan pelanggaran atau kejahatan.
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B. Tujuan Pemidanaan

Setiap pemidanaan yang dijatuhkan, memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan, ternyata tidak terdapal kesamaan

pendapat namun pada dasamya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang

ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

a.
b.

C.

5_-.!

untuk memperbaiki diri pribadi dari penjahat itu sendiri:

untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan; dan
untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk
melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara
vang lain sudah dapat diperbaiki lagi (Lamintang, |984:23),

Beberapa teori tujuan pemidanaan, antara lain sebagai berikut °
Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana
yang cukup berat untuk menakuti calon penjahat. Cara ini ditujukan secara
umum, arfinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, vang
dengan demikian disebut juga sebagai “prevensi umum” (general preventie).
Teon ini dikemukakan oleh Paul Anselen von Feuerbach,

Perbaikan atau “pendidikan™ bagi para penjahat (verbeterings theori). Kepada
penjahat dibenkan “pendidikan ™ berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali
ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna.
Cara perbaikan penjahat ada 3 macam, yaitu : perbaikan intelektual; perbaikan
moral; dan perbaikan yuridis. Penganut teori ini antara lain Gralman, Van
Krause, dan Roder.

Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat, Caranva
ialah, kepada penjahat yang sudah kebal terhadap ancaman pidana vang
berupa usaha-usaha menakut-nakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan
yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia
tersingkirkan dari pergaulan masyarakat, Penganut teori ini anatara lain Ferri
dan Garofalo.

Menjamin ketertiban hukum. Caranya ialah dengan mengadakan norma-norma

yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma tersebut, negara

menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai pencegahan.
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Penganut tcori imi antara lain Frans von Litz, Van Hammel. dan Simons
(Siantun, 1982:61),
Berdasarkan keempat teori tujuan pemidanaan tersebut, maka dapat dibagi

menjadi 2 macam teon, yaitu;

a. Teori pencegahan umum (prevensi general)
Teori ini ingin mencapai tujuan pemidanaan, yailu semata-mata dengan
membuat jera setiap orang agar mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan.
Pemidanaan akan memberikan pengaruh terhadap tingkah laku orang lain atau
setiap warga masyarakat selain pembuat.

b. Teon pencegahan khusus (prevensi special)
Teori im ingin mencapai tujuan pemidanaan dari pidana itu dengan membuat
Jjera, dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnva itu sendiri
manjadi tidak mapu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Pemidanaaan
yang dibenikan akan mempunyai pengaruh langsung yang dapat dirasakan oleh
pelaku kejahatan, baik bersifat jasmani maupun rohani (Dewantara, 1987:109),

Rancangan Undang-undang KUJHP pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa

pemidanaan bertujuan

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
dem1 pengayoman masyarakat;

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi
orang yang baik dan berguna;

c. menyelesatkan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2.3.2 Maksud dan Jenis Upaya Hukum
A. Maksud Upaya Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan
apa maksud diadakannya upaya hukum. KUHAP hanya memberikan pengertian
temtang upaya hukum. Pasal | angka 12 KUHAP menyatakan bahwa upaya

hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan
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pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana
untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara
yang dhatur dalam undang-undang ini.

Maksud  dari diadakannya upaya hukum tersebut, beberapa literatur
menjelaskan bahwa maksud dindakannya upava hukum itu antara lain -
1. Memperbaiki kekeliruan putusan pengadilan bawahan

Hakim yang memutus suatu perkara adulah manusia biasa vang tidak luput
dan kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan. Kesalahan dan kekeliruan hakin
dalam pengambilan keputusan itu diharapkan tidak melekat pada putusan vang
dijatuhkan, untuk itu undang-undang membuka upaya hukum yang bertujuan
untuk mengoreks: kesalahan dan kelalaian tersebut.
2. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan

Upaya hukum yang diberikan undang-undang akan memungkinkan
putusan peradilan bawahan diperiksa oleh peradilan di atasnya. Hal ini akan
mempengaruhi peradilan bawahan untuk bersikap hati-hati dan korektif. tidak
sewenang-wenang dan tidak menyalahgunakan jabatannya dalam pengambilan
keputusan karena Keputusan vang dijatuhkan akan diuji  kebenarannya oleh
pengadilan yang di atasnya
3. Menciptakan dan membentuk hukum baru

Hal ini terutama untuk upaya hukum kasasi Peradilan kasasi yang
dilakukan Mahkamah Agung, disamping sebagai tindakan koreksi. adakalanya
tindakan koreksi yang dilakukan itu sekaligus menciptakan “hukum baru” dalam
bentuk yurisprudensi. Penciptaan hukum baru tersebut, dimaksudkan untuk
mengisi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan Harahap
(2000: 520) menyatakan -

“berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk
judge made law, sering Mahkamah Agung menciptakan hukum baru
yang disebut hukum kasus atau case Jaw, guna mengisi kekosongan
hukum maupun dalam rangka mensejajarkan makna dan jiwa ketentuan
undang-undang sesuai dengan elasitas pertumbuhan kebutuhan lajunya
perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat”
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4. Pengawasan terciptanya keseragaraman penerapan hukum
Hukum di ncgara Indonesia tidak menganut asas preseden, yaitu asas yang
mewajibkan pengadilan bawahan untuk mengikuti putusan vang diambil oleh
pengadilan yang lebih tinggi untuk perkara yang sama, namun pada lazimnya.
putusan-putusan yang dijatuhkan oleh peradilan bawahan akan mengikuti
putusan-putusan yang dijatuhkan oleh peradilan di atasnya pada kasus yang sama
sebagai preseden. Putusan-putusan Pengadilan Tinggi akan ditkuti atau dijadikan
yurisprudensi oleh Pengadilan Negeri yang berada di lingkungan daerah
hukumnya dan putusan-putusan Mahkamag Agung (putusan kasasi) akan ditkun
oleh Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri sebagai yurisprudensi.
Pengawasan atas keseragaman penerapan hukum yang dilakukan oleh
peradilan tingkat banding atau kasasi, akan mengurangi terjadinya penerapan dan
putusan yang saling tidak bersesuaian tentang kasus yang sama.
B. Jenis-jenis upaya hukum
1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
pasal 1 angka 12 memberi perumusan tentang apa yang dimaksud dengan upava
hukum itu. Berdasarkan rumusan tersebut dan dari pasal-pasal yang terdapat
dalam KUHAP, upaya hukum menurut KUHAP terbagt menjadi dua, vaitu
a. Upaya hukum biasa

. Perlawanan
Yaitu perlawanan terpidana atas putusan pengadilan di luar hadirnya
terdakwa atau perlawanan penuntut umum atas penetapan pengadilan
mengenal tidak diterimanya tuntutan penuntut umum atau pengadilan
tidak berwenang memeriksa perkara ataupun bukan merupakan
kompetensi pengadilan yang bersangkutan (Hamzah dan Dahlan, 1987;3).

[

Banding

Yaitu hak terpidana maupun penuntut umum untuk meminta pemeriksaan
ulang kepada pengadilan tinggi karena tidak merasa puas atas putusan
pengadilan tingkat pertama atau untuk menguji Kelepatan penerapan
hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama (Hamzah dan
Dahlan,1987:3).
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3. Kasasi

Yaitu hak terdakwa atau penuntul umum untuk tidak menerima putusan
pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan
kepada mahkamah Agung puna membatalkan putusan pengadilan tersebut,
dengan alasan (alternatif/kualitatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan
kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak
sebagaimana mestinva, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut
ketentuan  undang-undang. pengadilan  telah melampaur  batas
kewenangannya (Husein,1992:47)

b. Upaya hukum luar biasa

1. Kasasi demi kepentingan hukum
Yaitu hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalan  atas  putusan
pengadilan tingkat terakhir, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung
Hal ini dimaksudkan untuk mencapai suatu kesatuan penafsiran hukum
untuk pengadilan. (Hamzah dan Dahlan.1989:112)

2. Peninjauan kembal
Yaitu hak terpidana atau ahli warisnya untuk meminta memperbaiki
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai akibat kekeliruan
atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya (Hamzah dan
Dahlan, 1989:115)

2. Di luar kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Upaya hukum selain diatur dalam KUUHAP, masih ada upaya hukum yang
terdapat di luar KUHAP, yaitu grasi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang
Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, prasi adalah pengampunan berupa
perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana
kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.

Grasi yang diberikan oleh Presiden bukan merupakan persoalan teknis
yuridis peradilan dan tidak berkaitan dengan penilaian terhadap putusan hakim.
Pemberian  grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang
yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Grasi
yang diberikan oleh Presiden dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau
menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, namun
tidak berati menghilangkan kesalahan dan bukan merupakan rehabilitasi terhadap

terpidana.
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2.3.3 Proses Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati

Pidana mati merupakan bagian dari hukum positif yang diatur dalam pasal

10 KUHP, Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman-hukuman ialah:

a
le
2e
e
de
b.
le
2e
3e

Hukuman-hukuman pokok
. hukuman mati,
. hukuman penjara,
. hukuman kurungan,
. hukuman denda;
Hukuman-hukuman tambahan
. pencabutan beberapa hak tertentu,
. perampasan barang vang tertentu,
. pengumuman keputusan hakim.

Tata cara pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam UU

No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanan Pidana Mati Yang Dijatuhkan

Ol
be
.

LFY ]

eh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer adalah sebagai
rikut
pidana mati dijalankan dengan ditembak sampai mati, dilaksanakan tidak di
depan umum dengan cara sesederhana mungkin.
eksekusi dilakukan berkoordinasi dengan Polri untuk menentukan waktu dan
tempat serta menyediakan tenaga sekalipus alat-alat pendukungnya,
Kajari melapor pada Jaksa Agung tentang kesiapan pelaksanaan cksekusi.
Kajari membuat surat perintah kapada Jaksa untuk melaksanakan putusan.
dalam 3 X 24 jam sebelum eksekusi dilakukan, terpidana dan keluarganya
harus diberitahu mengenai waktu eksekusi akan dilaksanakan Pada fase ini
terpidana diberi kesempatan untuk menyampaikan permintaan terakhir, selama
hal itu masih wajar dan memungkinkan.
pelaksanaan cksekusi, dibuat regu tembak vang terdiri atas satu Bintara dan 12
Tamtama di bawah tanggungjawab scorang Perwira dan semua dari kesatuan
Brigade Mobil Poln.
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16

terpidana mati dibawa ke tempat cksekusi dengan pengawalan cukup. Pada
saat tiba di tempat eksekusi, mata terpidana ditutup dengan kain hitam.
kecuali terpidana itu tidak mau ditutup matanya.

jarak terpidana dari regu tembak tidak boleh lebih dari 10 meter dan tidak
boleh kurang dari 5 meter

Perwira komandan regu tembak memberikan isyarat dengan pedang. Isyarat
pedang ke atas berarti regu tembak membidik ke arah Jantung terpidana dan
apabila pedang dihentakkan ke bawah dengan cepat, maka regu tembak
menembak terpidana.

apabila terpidana masih hidup. komandan memenntahkan Bintara untuk
menempelkan senjata ke kepala tepat di atas teli nga terpidana. lalu
menembaknya.

kepastian kematian terpidana harus diperkuat surat kematian oleh seorang
dokter,

penguburan diserahkan ke keluarga atau sahabat terpidana.

seusal pelaksanaan hukuman mati, Jaksa eksekutor membuat berita acara
pelaksanaan hukuman. Tembusan disampaikan ke Ketua Mahkama Agung,
Jaksa Agung, JAM Pidum, Menkeh dan Ham, Kepala Biro Hukum Setneg,
Kajati, dan Kapolda.
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) A Porpustaioa
PEMBAHASAN :

3.1 Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Tidak Menangguhkan
Pelaksanaan Hukuman

Pada asasnya peninjauan kembali yang dimohonkan oleh terpidana tidak
menangguhkan pelaksanaan putusan Berdasarkan pasal 268 ayat (1) KUHAP
yang menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak
dapat menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
Alasan lainnya yaitu putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah
merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan vang telah
berkekuatan hukum tetap berarti putusan itu telah mempunyai daya eksekusi dan
Jaksa sebagai eksekutor dapat melaksanakan eksekusi yang tertuang dalam amar
putusan tersebut (pasal 261 ayat (1) KUHAP). Terpidana yang mengajukan
permohonan peninjaun kembali, proses permintaan dan pemeriksaan peninjauan
kembali berjalan terus, namun pelaksanaan putusan juga berjalan terus.

Pada kasus terpidana mati yang pengajukan upaya hukum peninjauan
kembali, eksekusi pidana mati terhadapnya dapat ditangguhkan atau ditunda
pelahsanaannya. Harahap (2000:618) menyatakan bahwa pasal 268 avat (1)
RUHAP yang juga merupakan asas dari peninjauan kembali bersifat “tidak
impiratif” secara kaku. Pasal 268 ayat (1) KUHAP tidak bersifat memerintah atau
memberkan komando agar segera dilaksanakan. Pelaksanaan pasal 268 ayat (1)
KUHAP dapat ditinjan secara kasuistis, tergantung pada keadaan yang meliputi
permintaan peninjauan kembali. Apabila berdasarkan pemeriksaan pengadilan
negeri alasan terpidana sedemikian rupa sifat dan kualitasnya, benar-benar dapat
melumpuhkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali, lebih bijaksana
untuk mengguhkan pelaksanaan eksekusi.

Penangguhan ataupun penghentian pelaksanaan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dalam hal vang eksepsional, schingga
ketentuan pasal 268 ayat (1) KUHAP dapat sedikit diperlunak, misalnya untuk

terpidana mati yang mengajukan peninjauan kembali atau terpidana vyang
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menderita penyakit yang memang memerlukan perawatan khusus. Kasus
terpidana mati yang mengajukan permohonan peninjauan kembali, eksekusi
terhadapnya tidak dapat dilaksanakan Ketua Mahkamah Agung. Bagir Manan
(www.detik.com, tanggal 20 Februari 2003) mengatakan bahwa ada
pertimbangan—pertimbangan non vunidis karena kasusnya menyangkut nyawa
sescorang.

Eksekusi terhadap terpidana mati yvang mengajukan permohonan
pemnjauan kembali dapat ditangguhkan dan pelaksanaannya baru dapat dilakukan
setelah ada keputusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, apabila
cksekusi dilakukan sebelum ada putusan peninjauan kembali dan putusan
peninjauan kembali itu menyatakan bahwa terpidana cukup dihukum dengan
pidana penjara atau bebas, maka siapa yang dapat menghidupkannya kembali. Hal
ini lah yang menjadi pertimbangan mengapa eksekusi terhadap terpidana mati
yang mengajukan permohonan peninjauan kembali ditangguhkan pelaksanaannva.
Meskipun pelaksanaan eksekusi mati ditangguhkan, para terpidana mati tetap
berada dalam tahanan. Berbeda dengan pidana penjara, dalam prakteknya
peninjauan kembali yang diajukan olch terpidana penjara tidak dapat

menangguhkan pelaksanaan eksekusi.

3.2 Hal-hal Yang Menyebabkan Lambatnya Eksekusi Pidana Mati

Terdakwa setelah dijatuhkan putusan pidana mati oleh hakim Pengadilan
Negeni tidak serta merta langsung dieksekusi. Putusan pidana mati tersebut tidak
dapat dilaksanakan olch penuntut umum sebagal eksekutor karena terdakwa
mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum, Upaya hukum ini dilakukan
karena terdakwa merasa tidak puas dengan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim
terhadapnya atau putusan terlalu berat bagi mereka. Upaya hukum yang dilakukan
terdakwa/terpidana mati vaitu
l. Banding

Terdakwa setelah diputus pidana mati oleh pengadilan tingkat pertama
(Pengadilan Negeri) dan merasa bahwa putusan putusan yang dijatuhkan
terhadapnya terlalu berat, maka terdakwa dapat melakukan upaya hukum banding.
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Hal 1m1 sesuai dengan pasal 67 KUHAP vang menvyatakan bahwa terdakwa berhak
berhak untuk mengajukan upaya hkum banding terhadap putusan pengadilan
tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum
yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan
pengadilan dalam acara cepat. Upava hukum banding vang dilakukan terdakwa
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, maka akan menimbulkan akibat
hukum, yaitu

a. Putusan menjadi mentah kembal

Pengajuan banding mengakibatkan putusan menjadi mentah kembali. Putusan

pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Putusan tersebut
secara formal tetap ada. tetapi nilai putusan itu lenyap dengan diajukannya
banding.

b. Segala sesuatu menjadi tanggung jawab yunidis pengadilan tingkat banding
Pengajuan banding mengakibatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkara tersebut beralih menjadi tanggungjawab yuridis pengadilan tinggi
sebagal pengadilan tingkat banding Peralihan tanggung jawab vuridis ini
terhitung sejak tanggal diajukannya banding, Peralihan tanggung jawab vuridis
in1 meliputi barang bukti dan status penahanan terdakwa.

¢. Putusan yang dibanding tidak mempunyai daya eksekus
Pengajuan permintaan banding menyebabkan hilangnya daya eksekusi putusan.
Putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik terhadap
terdakwa atau penuntut umum. Putusan yang dimintakan banding tidak
mempunyal  kekuatan hukum yang fetap schagai putusan sehingea tidak
mempunyai daya eksekusi.

Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Tingkat Banding

Berdasarkan pasal 233 KUHAP, permintaan banding dapat diajukan
paling lambat 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan (bagi terdakwa
yang tidak hadir). Permintaan banding tersebut diajukan kepada panitera

Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan tersebut. Permintaan banding dapat

diajukan langsung secara lisan, baik oleh terdakwa atau kuasanya maupun olch

penuntut umum. Pemohon banding akan mendapatkan surat keterangan setelah
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menyampaikan pemintaan banding, “Surat keterangan™ vang ditandatangani oleh
panitera dan pemohon, tembusan diberikan kepada pihak vang lain, misalkan
terdakwa mengajukan permintaan banding maka penitera akan menvampaikan
pemberitahuan permintaan banding tersebut kepada penuntut umum dan
sebaliknva.

Penitera setelah menerima permintaan banding akan mengirimkan salinan
putusan dan berkas perkara serta surat bukti kepada Pengadilan Tinggi
Penginman dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari sejak

permintaan banding diajukan Selama 7 hari sebelum pengiriman berkas perkara

kepada Pengadilan Tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri, namun apabila
pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan
mempelajari berkas tersebut di Pengadilan Tinggi, maka kepadanya wajib diberi
kesempatan untuk itu 7 hari setelah berkas perkara diterima oleh Pengadilan
Tinggi (pasal 236 KUHAP).

Berdasarkan pasal 237 KUHAP vang menyatakan bahwa terdakwa atau
kuasa maupun penuntut umum dapat menvertakan memori banding atau kontra
memor banding kepada Pengadilan Tinggi. Hal ini hanya dapat dilakukan selama
Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa perkaranya. Memori banding atau
kontra memori banding ini sifatnya tidak wajib, tanpa diserahkannya rumusan
memon banding atau kontra memor banding oleh terdakwa atau kuasanya atau
penuntut umum, pemeriksaan perkara tetap akan dilakukan oleh Pengadilan
Tinggi.

Pengadilan Tinggi setelah menerima berkas permintaan banding dari
penitera Pengadilan Negeri akan segera memertksa perkara tersebut. Pemeriksaan
perkara tingkat banding harus berlandaskan pasal 238 avat (1) KUHAP yang
menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan
Tingg dengan majelis sekurang-kurangnya terdiri dan 3 orang hakim. Tidak
dibenarkan pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal, sepanjang perkara yang

diperiksa menyangkut “perkara acara biasa” dan “acara singkat”.
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Tata cara pemeriksaan tingkat banding. tidak langsung berhadapan muka,
tetapi berdasarkan berkas perkara yang yang diterima dari Pengadilan Negeri.
Berdasarkan pasal 238 avat (1) KUHAP, berkas terdiri dari -

a. berita acara pemeriksaan dari penvidik:

b. berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri:

. semua surat yang timbul selama pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri
sepamjang sural itu mempunyai hubungan dengan perkara vang bersangkutan;
dan

d. putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri

Pasal 238 ayat (1) meyatakan. jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi
mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan
menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa
yang ingin diketahuinya.

Hakim Pengadilan Tinggi memanggil pihak vang bersangkutan dalam
sidang resmi untuk di dengarkan keterangannya. Hasil pemeriksaan atau
keterangan yang dicatat dalam berita acara mendengarkan keterangan dan dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan,

Pengadilan Tinggm sebagai pengadilan tingkat banding dapat
memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan tambahan. hal
ini berdasar pada pasal 240 avat (1) KUHAP.

Pengadilan Tinggi setelah memenksa perkara menganggap  perlu
menambah pemeriksaan sebelum mengambil atau menjatuhkan  putusan,
Pengadilan Tinggi menangguhkan dulu putusan akhir dan memerintahkan
Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan tambahan, sehingga putusan
akhir yang akan diambil masih menunggu hasil pemeriksaan tambahan.

Pemeriksaaan tambahan ini hanya dapat dilakukan apabila Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama
terdapat adanya suatu kelalaian atau kekeliruan dalam menerapkan hukum acara
atau ada yang kurang lengkap, misalnya dalam sidang Pengadilan Negeri terdapat
hakim yang mempunyai hubungan sedarah dengan terdakwa vang semestinya

mengundurkan diri sebelum perkaranya diputus, maka dalam kasus seperti im
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perkara yang sudah diputus tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan

hakim yang lain (pasal 157 ayat (3) KUHAP) atau hakim Pengadilan Negen

menolak memeriksa saksi vang dimintakan oleh terdakwa atau penuntut umum
selama persidangan berlangsung (pasal 160 ayat (1)c KUHAP).

Pengadilan Tinggi akan mengambil putusan apabila pemeriksan tingkat
banding telah dianggap selesai. Berdasarkan pasal 241 ayat (1) KUHAP, putusan
yang dapat diambil oleh Pengadilan Tinggi antara lain
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri,

Dalam hal iniberarti hasil pemeriksaan. penilaian dan pertimbangan
Pengadilan Negeri dalam memutus perkara yang dimintakan banding adalah
sejalan dengan pendirian Pengadilan Tinggi. Menurut Harahap (2000:483). bahwa
tindakan seperti ini dapat dilakukan Pengadilan Tinggi, apabila -

- Pengadilan tinggi membenarkan dan menyetujui - sepenuhnya mengenai
pemeriksaaan yang dilakukan Pengadilan Negen. Pengadilan Tinggi menilai
bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan tata cara proses pemeriksaan
perkara secara benar sesuai dengan KUHA P

- Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan
benar sesuai KUHAP,

- Pengadilan tinggi telah membenarkan dan menyetujui  argumentasi  dan
kesimpulan pertimbangan Pengadilan Negeri dalam mengambil keputusan,
dan

- @mar putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dapat disetujui oleh
Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan yang memeriksa perkara tingkat
banding dalam amar putusannya “menguatkan putusan pengadilan tingkat
pertama”. Putusan itu tertuang dalam:

- fterhadap terdakwa Suryadi Swabhuana. Pengadilan Tinggi Palembang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan
No.12/Pid/1992/PT Plg tanggal 21 April 1992;
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- lerhadap terdakwa Ayoda Prasad Chaubey. Pengadilan Tinggi Medan
menguatkan  putusan Pengadilan negeri Medan dengan putusan No.
544/P1d.B/1994/PT Mdn tanggal 14 Desember 1994:

- terhadap terdakwa Jurit bhin Abdullah. Pengadilan Tinggi Palembang
menguatkan  putusan  Penpadilan  Negeri Sekayu dengan  Putusan
No.30/Pid/1998/PT Plg tanggal 21 april 1998:

- terhadap terdakwa Sumiarsih, Djais Adi Prayitno dan Sugeng, Pengadilan
Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan
putusan No.B8/Pid/1989/PT Sby tanggal 18 April 1989:dan

- terhadap terdakwa [brahim bin Ujang, Pengadilan Tinggi Palembang

menguatkan  putusan  Pengadilan Negen  Sekayu dengan putusan
No.32/Pid/1998/PT Plg tanggal 17 April 1998
b.  mengubah putusan Pengadilan Negeri,

Dalam hal ini, hanya sebagian saja dari hasil penilaian Pengadilan Negeri
yang bersangkutan yang sejalan dengan penilaian Pengadilan Tinggi, sedangkan
yang lainnya memerlukan perubahan sesuai dengan pendirian dan penilaian
pengadilan Tinggi. Perubahan vang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dapat
berupa perubahan dalam pertimbangan putusan atau memperbaiki amar putusan
ataupunkedua-duanya.
¢. membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Tinggi

mengadakan putusan sendin.

Hal ini dapat dilakukan apabila Pengadilan Tinggi memlai bahwa putusan
yang diambil Pengadilan Negeri tidak didukung hasil penilaian dan pertimbangan
atas fakta yang ada
2. Kasasi

Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara tingkal banding telah
menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana mati dan
merasa bahwa putusan yang dijatuhkan terhadapnya terlalu berat, maka terdakwa
dapat melakukan upaya hukum kasasi. Berdasarkan pasal 244 yang menyatakan
bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
pengadilan lain selain dari pada Mahkamag Agung, terdakwa dapat mengajukan
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permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap

putusan bebas. Upaya hukum kasasi vang dilakukan terdakwa terhadap putusan

pengadilan tingkatbanding, maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu :

a. Putusan menjadi mentah kembali
Pengajuan kasasi mengakibatkan putusan menjadi mentah kembali. Putusan
pengadilan tingkat banding tidak mempunyal arti apa-apa lagi. Putusan
tersebut sccara formal tetap ada, tetapi nilai putusan itu lenyap dengan
diajukannya banding.

b. Segala sesuatu menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat kasasi
Pengajuan  kasasi mengakibaikan segala sesuatu vang berhubungan dengan
perkara tersebut berlaih menjadi tanggungjawab yuridis Mahkamah Agung
sebagai pengadilan tingkat kasasi. Peralihan langgungjawab yuridis berkaitan
dengan penetapan penahan terdakwa oleh Mahkamah Agung,

¢. Putusan yang dikasasi tidak mempunyai daya eksekusi
Pengajuan permintaan kasasi menyebabkan hilangnya daya cksekusi putusan,
Putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik terhadap
terdakwa atau penuntut umum. Putusan vang dimintakan kasasi tidak
mempunyai  kekuatan hukum vang tetap sebagai putusan sehingga tidak
mempunyai dava eksekusi.

Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Tingkat kasasi

Pasal 245 ayat (1) telah dengan jelas menegaskan bahwa permohonan
kasasi disampaikan pemohon kasasi kepada penitera penpadilan vang memutus
perkaranya dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Jangka waktu
permohonan kasasi yang dibenarkan oleh Undang-undang, sesuai dengan pasal

245 avat (1) KUHAP adalah 14 hari terhitung sejak putusan yang dikasasi

diberitahukan kepada terdakwa. Terdakwa yang terlambat menyampaikan atau

melampaui batas 14 hari, mengakibatkan hak untuk pengajuan perimohonan kasasi
menjadi gugur seperti yang ditegaskan dalam pasal 245 ayat (2) KUHAP yang
menyatakan, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) KUHAP pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk

itu gugur,
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Bagaimanakah jika pemohon tetap mengajukan permohonan kasasi pada
hal jangka waktu vang telah diberikan dalam pasal 245 avat (1) KUHAP telah
berakhir ?. Menurut Harahap (2000:529), panitera Pengadilan Negeri wajib
menerima dan menyampaikan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah
Agung. KUHAP dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, tidak pernah diberikan wewenang kepada panitera untuk menolak
permohonan kasasi yang terlambat diajukan oleh pemohonnya. Mahkamah Agung
yang berwenang untuk memutus sah atau tidaknya permohonan kasasi,

Panitera Pengadilan Negeri yang telah menerima pengajuan kasasi
mempunyai  kewajiban untuk memberitahukan permintasan  kasasi yang
ditenmanya kepada pihak vang lain. Hal ini berdasarkan pasal 245 ayat (3)
KUHAP, apabila terdakwa yang mengajukan permintaan kasasi maka hal itu
wajib dibentahukan kepada penuntut umum dan sebaliknya. Menurut Harahap
(2000:525), apabila terjadi panitera belum memberitahukan secara semestinya
kepada pihak yang lain, cara yang harus ditempuh adalah Mahkamah Agung
menunda dulu pemeriksaan perkara dan sekaligus memerintahkan panitera
Pengadilan Negeri untuk memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak yang
lain.

Svarat utama yang harus dipenuhi dalam permohonan kasasi selain harus
sesual dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, pemohon kasasi diwajibkan
unfuk mengajukan memori kasasi yang memuat alasan kasasi dan harus sudah
menyerahkannya kepada panitera dalam jangka waktu 14 hari setelah pengajuan
permohonan tersebut. Panitera akan memberitahukan surat tanda terima sebagai
bukti bahwa memori kasasi telah diserahkan oleh pemohon kasasi (pasal 248 ayat
(1) KUHAP)

Kewajiban pemohon dalam menyampaikan memori kasasi bersifat
“limitatif”, sanksinya tegas, tanpa memori kasasi menyebabkan gugur haknya
untuk mengajukan kasasi, dengan kata lain permohonan kasasi vang tidak
dilengkapi dengan memori kasasi, permohonan kassi dianggap tidak memenuhi
syaral. Akibatnya permohonan kasasi dianggap tidak sah karena tidak memenuhi

syarat formal. Mahkamah Agung akan menvatakan putusan bahwa permohonan
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kasasi tidak dapat diterima, apabila syarat formal dalam pengajuan kasasi tidak
dipenuhi,

Harahap (2000:532) menyatakan bahwa letak kewajiban untuk
menyerahkan memon kasasi itu didasarkan pada beberapa prinsip yang terpenting
antara lain :

a pemeriksaan perkara pada peradilan kassi tidak bersifat pemeriksaan ulang
perkara secara keseluruhan;

b. kewenangan pemeriksaan kasasi semata-mata terbatas dan didasarkan
sepanjang hal-hal tetentu seperti yang ditegaskan pasal 253 ayat (1) KUHAP
vang bekenaan dengan,

I. apakah dalam putusan vang dimintakan kasasi terdapat kesalahan
penerapan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya,

2. apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-
undang, dan

3. apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya,

¢ oleh karena itu, agar Mahkamah Agung masuk ke dalam pemeriksaan perkara,
pemohon kasasi harus menunjukan sendin dalam memori kasasi tentang
adanya kekeliruan dan kesalahan atau pelanggaran terhadap apa yang telah
ditentukan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Terdakwa dalam memori kasasi harus dapat menjelaskan dimana letak

kesalahan atau kekeliruan atau kelalaian pengadilan dalam cara mengadili dan
bagaimana bentuk tindakan pengadilan yang telah melampaui batas
kewenangannya tersebut (Husein,1992:86). Alasan-alasan kasasi yang diajukan
oleh pemohon dalam memori kasasi sebagai dasar permintaannnya, hendaklah
diuraikan secara jelas dan rinci. Pemohon tidak cukup hanya menjelaskan
alasannya hanya dengan mengutip salah satu alasan yang ada pada pasal 253 avat
(1) KUIAP.
Alasan-alasan dalam memori kasasi sebagaimana yang telah diatur dalam
pasal 253 avait (1) KUHAP adalah
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sehagaimana mestinva;
contoh : Pengadilan Negeri dalam surat putusan pemidanaan tidak
menerapkan peraturan hukum sebagaimana diwajibkan dalam pasal 197 ayat
(1) KUHAP, seperti tidak mencantumkan pasal vang menjadi  dasar
pemidanaan atau dasar hukum dari putusan yang disertai dengan keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa.
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-

undang; dan
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contoh : Dalam sidang Pengadilan Negen terdapat hakim yang mempunyai
hubungan sedarah dengan terdakwa yang semestinya mengundurkan diri sebelum
perkaranya diputus, maka dalam kasus seperti ini perkara vang sudah diputus
tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan hakim yang lain (pasal 157
ayat (3) KUHAP) atau hakim Pengadilan Negeri menolak memeriksa saksi yang
dimintakan oleh terdakwa atau penuntut umum selama persidangan berlangsung
(pasal 160 ayat (1)c KUHAP).
¢. apakah benar pengadilan telah melampaw batas kewenangannya.

Contoh : Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana
denda, padahal dalam pasal undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa
tidak mencantumkan pidana denda. Pengadilan tidak berwenang menciptakan
jenis pidana karena yang berwenang untuk itu hanyalah lembaga pembuat
undang-undang (Dewan Perwakilan Rakvat) dan pengadilan hanva
melaksanakan undang-undang tersebut.
Alasan tersebut bersifat hmitatif, artinya pemohon kasasi harus mendasarkan
keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan vang telah disebutkan dalam
pasal 253 ayat (1) KUHAP, di luar pasal itu dapat menyebabkan permohonan
kasasi tidak dapat diterima.

Pemohon kasasi yang menpgajukan memori kasasi, panitera akan
menyampaikan tembusan memon kasasi tersebut kepada pihak yang lainnya dan
pihak yang lainya berhak untuk mengajukan kontra memori kasasi. Pihak yang
lamn tersebut dapat menggunakan haknya untuk mengajukan kontra memori
kasasi, berbeda dengan memori kasasi yang sifatnya wajib untuk disampaikan
oleh pemohon kasasi, kontra memori kasasi tidak bersifat wajib, artinva kontra
memorn kasasi boleh diajukan boleh tidak. Penitera akan menyampaikan tembusan
kontra memori kasasi yang diajukan oleh pihak yang lain itu kepada pemohon
kasasi.

Panitera Pengadilan Negeri akan mengirimkan berkas perkara kepada
Mahkamah Agung setelah semuanya telah lengkap. Mengenai pengiriman berkas

perkara kasasi, ada dua undang-undang yang mengatur, vaitu KUHAP pasal 249
ayat (3), pasal 250 ayat (1) dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Mahkamah Agung Pengiriman berkas perkara menurut pasal 249 avat (3)
didasarkan dengan adanya suatu penambahan dalam memori kasasi atau kontra
memori kassi, apabila terjadi suatu penambahan dalam memori kasasi atau kontra
memori kasasi yang dilakukan salah satu pihak, maka panitera dalam jangka
waktu 14 hari setelah jangka waktu pengajuan memori kasasi berakhir. harus
menyampatkan berkas perkara kepada Mahkamah Apung. Pengiriman berkas
perkara menurut pasal 250 ayat (1) KUHAP didasarkan dengan ada atau tidaknya
suatu penambahan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi. Panitera
Pengadilan Negeri setelah menerima memori kasasi dan atau kontra memori
kasasi, wajib dengan segera menginmkan berkas perkara kepada Mahkamah
Agung. Apabila terdapat adanya tambahan setelah memori kasasi dan atau kontra
memori  kasasi, panitera akan mengirimnya menyusul pengiriman berkas.
Pengiriman berkas perkara berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa pengiriman
berkas permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memoni kasasi, beserta
berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dikirimkan oleh panitera Pengadilan
Negeni ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) han
setelah menerima memori kasasi atau jawaban atas memori kasasi.

Mahkamah Agung setelah menerima berkas perkara dari kasasi akan
mengadakan pemeriksaaan. Berdasarkan pasal 253 ayat (5) a, dalam waktu 3 hari
sejak berkas perkara kasasi diterima, Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas
perkara tersebut untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau
tidak. Penahanan terhadap terdakwa tersebut paling lama lima puluh hari, dan
dapat diperpanjang paling lama 60 (cnam puluh) hari oleh Ketua Mahkamah
Agung (pasal 28 ayat (1) dan (2) KUHAP),

Berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung, pemeriksaan kasasi pada prinsipnva dilakukan
atas dasar nomor urut daftar penerimaan berkas perkara, namun apabila terdakwa
yang mengajukan permohonan kasasi tetap ditahan, maka bedasarkan pasal 253

ayat (5) b KUHAP, Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut dalam

waktu 14 hari sejak penetapan perintah penahanan. Hal ini dimaksudkan untuk
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menghindan berakhirnya masa penahanan sebelum perkaranya diputus. Apabila
jangka waktu penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan
(2) KUHAP telah berakhir, dan perkara kasasi tersebut belum mendapatkan
putusan, maka terdakwa harus dilepaskan dari tahanan demi hukum.

Pemeriksaan tingkat kasasi berdasarkan pasal 253 ayat (2) KUHAP harus
dilakukan dengan sckurang-kurangnya tiga orang hakim Majelis hakim terdiri
dari | orang ketua dan 2 orang hakim anggota. Pemeriksaan dengan hakim majelis
i dengan tujuan demi untuk menjamin putusan vang benar-benar berdasar
hukum dan keadilan dan putusan sedapat mungkin terhindar dari kekeliruan dan
kesalahan penerapan hukum.

Pemeriksaan kasasi yang dilakukan majelis hakim, sesuai dengan pasal
253 ayat (2) KUHAP bersumber dari berkas perkara yang diterima Mahkamah
Agung dan panitera Pengadilan Negeri, vang terdiri dari :

- benta acara pemeriksaan dari penyidik,

- berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan,

- semua surat-surat yang timbul di persidangan yang ada hubungannya

dengan perkara,

- putusan pengadilan tingkat pertama,dan

- atau putusan tingkat terakhir (putusan tingkat banding).

Pemeriksan perkara kasasi dilakukan tanpa dihadiri terdakwa, saksi dan penuntut
umum.

Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi dapat melakukan
pemeriksaan tambahan. Berdasarkan pasal 253 ayat (3) KUHAP, jika dipandang
perlu Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi
aiau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkal. Menurut Harahap
(2000:553), alasan pemeriksaaan tambhan ini karena tidak selamanya
pemenksaan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding telah lengkap dan
tuntas dilakukan, adakalanya dijumpai kekurangan pemeriksaaan vang dianggap
sangal penting dan menentukan dalam mengambil putusan. Pemeriksaan

tambahan ini dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung
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sendiri. Pada prakteknya pemeriksaan tambahan dilakukan oleh Pengadilan
Negen atas petunjuk dari Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara kasasi akan mengambil
suatu keputusan.keputusan yang dapat diambil oleh Mahkamah Agung dikenal
dalam tiga bentuk, vaitu -

4. putusan yang menyatakan kasasi tidak dapat diterima,

Permohonan kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung, untuk dapat

diterima atau tidaknya permohonan kasasi tersebut bergantung dengan dipenuhi

atau tidaknya syarat-syarat vang merupakan formalitas pengajuan permohonan

kasasi. Permohonan kasasi yang tidak memenuhi svarat-syarat formalitas, seperti
permohonan kasasi terlambat diajukan. permohonan kasasi tidak disertai dengan
pengajuan memon kasasi atau memori kasasi terlambat disampaikan,
menyebabkan permohonan kasasi yang bersangkutan tidak sah. Permohonan
kasasi yang tidak sah akan dinyatakan tidak dapat diterima.
b. putusan yang mengabulan permohonan kasasi, dan

Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi apabila alasan-
alasan yang dikemukakan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya
dibenarkan oleh Mahkamah Agung Pemohon kasasi dalam memori kasasinya
telah dengan cermat, jelas dan rinci menerangkan alasan kasasinya, sehingga
dalam pemeriksaan yang dilakukan Mahkamah Agung, majelis  hakim
berpendapat bahwa alasan-alasan vang dikemukakan pemohon kasasi tersebut
dapat dibenarkan. Menurut Husein (1992:178). Mahkamah Agung dapat
mengambil putusan mengabulkan permohonan kasasi dengan alasan lain (alasan
Mahkamah Agung sendiri), yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk
mengabulkan permohanan kasasi dan membatalkan putusan yang dimintakan
kasasi. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara kasasi felah menemukan
sendiri alasan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan kasasi, walaupun
alasan dalam memori kasasi vang dikemukakan olch pemohon kasasi tidak dapat

dibenarkan oleh Mahkamah Agung.
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€. putusan yang menolak permohonan kasasi.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap perkara kasasi
vang diajukan terdakwa, vaitu Suryadi swabhuana, Ayodha Prasad Chaubey,
Sumiarsih, Sugeng dan Djais Adi Parivitno ialah putusan vang amamva “menolak
permohonan kasasi”. Putusan tersebut tertuang dalam:

- lerhadap terdakwa Suryadi Swabhuana, Mahkamah Agung menolak
permohonan  kasasi  dengan putusan  Mahkamah  Agung
No.862K/Pid/1992, tanggal 27 Agustus 1992;

- lerhadap terdakwa Avodha Prasad Chaubey, Mahkamah Agunp
menolak permohonan kasasi dengan putusan Mahkamah Agung
No.437K/Pid?1995, tanggal 29 Juni 1995; dan

- terhadap terdakwa Sumiarsih. Djais Adi Prayitno dan Sugeng,
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan putusan
No.1191K/Pid/1989, tanggal 16 November 1989,

Putusan kasasi yang amarnva menolak permohonan kasasi, berarti
permohonan kasasi tersebut telah memenuhi syarat formal dan pemeriksaan
perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, namun alasan dalam
keberatan vang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya ternyata
tidak dapat dibenarkan. Mahkamal Agung berpendapat bahwa Putusan vang
dikasasi ternyata tidak mengandung  kesalahan dalam penerapan  hukum
sebagaimana mestinya, juga tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan
dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tidak melampaui
batas kewenangannya. (Harahap,2000:568)

Dengan adanya putusan pengadilan kasasi yang menolak permohonan
terdakwa, putusan pidana mati vang telah dijatuhkan oleh Penpadilan Negen serta
telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah mempunyail kekuatan hukum yang
tetap dan cksekusi terhadap terpidana mati dapat di jalankan.

3. Peninjauan Kembali

Berdasarkan pasal 265 ayat (1) KUHAP Jo pasal 21 UU No. 14 Tahun
1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman, bahwa terpidana atau ahli warisnya dapat
mengajukan  permintaan peninjauan  kembali kepada Mahkamah Agung,
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Permintaan peninjauan kembali ini tidak dibatasi dengan sesuatu jangka waktu
tertentu.

Pada asasnya peninjauan kembali yang digjukan termidana mati tidak
dapat menangguhkan atau menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati. namun
dalam kasus terpidana mati yang mengajukan peminjauan kembali, eksekusi
terhadapnya dapat ditunda atau ditangguhkan. seperti apa yang telah dijelaskan
pada pembahasan sebelumnya.

Terpidana mati yang telah ditolak permohonan grasinya oleh presiden,
pada saat im telah mengajukan atau melakukan upaya hukum peninjavan kembali,

Upaya hukum peninjauan kembali ini dilakukan ada yan g untuk pertama kalinya

;seperti Jurit bin Abdullah, dan ada juga peninjauan kembali untuk kedua kalinya,

seperti Ayodha Prasad Chaubey, Sumiarsih dan Sugeng. Hal ini menyebabkan

Kejaksaan sebagai eksekutor tidak dapat melakukan eksekusi pidana mati.

Peninjauan kembali yang diajukan setelah upaya hukum grasi seharusnya tidak

dapat diterima Karena upaya hukum grasi merupakan upaya hukum vang terakhir,

apalagi peninjauan kembali itu dilakukan untuk vang kedua kalinya.

Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Peninjavan Kembali

Proses pengajuan permintaaan peninjauan kembali sebagaimana telah
diatur dalam pasal 264 KUHAP, digjukan oleh pemohon kepada panitera

Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama, lalu Pengadilan

Negeri akan meneruskan permintaan ity kepada Mahkamah Agung. Pengajuan

permintan peninjauan kembali harus dengan jelas menyebutkan alasannya,

Menurut pasal 263 ayat (2) KUHAP alasan permintaaan peninjauvan kembali

dilakukan dengan dasar :

a. apabila terdapat keadaan baru yang memmbulkan dugaan kuat, bahwa jika
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya
akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau
tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu
diterapkan kektentuan pidana yang lebih ringan,

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah
terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang
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dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang
lainnya, dan

¢. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau
suatu kekeliruan vang nyata.

Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima pengajuan peninjauan kembali
akan menunjuk hakim untuk memeriksa apakah permintaan peminjauan kembali
tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana telah diatur dalam pasal 263 ayat (2)
KUHAP. Pasal 265 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan
tersebut, pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara peninjauan kembali tidak
berwenang menilai dasar yang diajukan dari segi materil (isi). Hakim hanya boleh
menilai dasar yang diajukan dari segi formil, apakah alasan yvang mendasan
permintaan peninjaun kembali yang diajukan pemohon telah sesuai dengan
ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHAP. Hakim Pengadilan Negeri melakukan
pemeriksaan hanya sebatas memberi pendapat yang akan dikemukakan dalam
berita acara pendapat, Mahkamah Agung berhak untuk menerima atau tidak
pendapat yang dikemukakan dalam berita acara pendapat (Harahap,2000:605).
Setelah sidang pemeriksaan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Ketua
Pengadilan Negeri segera melanjutkan permintan peninjauan kembali yang telah
dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara
pendapat kepada Mahkamah Apung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan
kepada pemohon dan jaksa (pasal 265 ayat (4) KUHAP).

Mahkamah agung akan memeriksa permintaan peninjauan kembali setelah
berkas perkara peninjavan kembali diterima dari Ketua Kengadilan Negeri.
Pemenksaan dilakukan atas dasar berkas perkara semula, berita acara
pemeriksaan dan berita acara pendapat. Dalam hal permintaan peninjauan kembal
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 263 ayat (2)
KUHAP, maka Mahkamah Agung akan menyatakan bahwa “permintaan
perunjauan kembali tidak dapat diterima ** dengan disertai dasar alasannya.

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung terhadap pidana mati yang
mengajukan permohonan peninjauan kembali ialah Mahkamah Agung “menolak



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

permintaan peninjauan kembali” dengan menetapkan putusan vang dimintakan
peninjauan kembali itu tetap berlaku, disertai dasar pertimbangannya. Putusan itu
tertuang dalam :

- Peninjauan kembali Mahkamah Agung No.58 PK/Pid/1996 tanggal 7

Maret 1997 atas nama Ayodha Prasad Chaubey; dan
- Peninjauan kembali Mahkamah Agung No.71 PK/Pid/1995 tanggal 30
Januan 1996 atas nama Ny. Sumiarsih, Djais Adi Prayitni dan sugeng.

4. Grasi

Presiden atas dasar pasal 14 UUD 1945, dapat memberikan grasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi merupakan suatu upaya
hukum untuk mendapatkan pengampunan dan presiden kepada terpidana yang
dilihat dari segi non yuridis, seperti kemanusiaan, sosial, dan politik.

Upaya hukum grasi yang diajukan oleh terpidana mati ini merupakan hal
yang paling memperlambat jalannya eksekusi. Undang-undang No. 3 Tahun 1950
tentang Permohonan Grasi tidak menyatakan dengan tegas dalam pasal-pasalnya
bahwa permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati dapat menunda
pelaksanaan eksekusi pidana mati. namun dari pasal-pasal yang ada secara tersirat
bahwa permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati dapat menunda
pelaksanaan eksekusi pidana mati. Terpidana mati vang mengajukan permohonan
grasi pada waktu masih berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang
Permohonan Grasi, dimana dalam undang-undang tersebut tidak ditentukan
Jangka wakiu penyelesaian permohonan grasi. Terpidana mati harus menunggu
bertahun-tahun  untuk mendapatkan putusan grasi. Suryadi Swabuana harus
tenunggu selama 7 tahun, Jurit bin Abdullah harus menunggu selama 4 tahun,
Ayodha Prasad Chaubey harus menunggu selama 4 tahun dan Sumiarsi serta
Sugeng harus menunggu selama 6 tahun untuk mendapatkan putusan tentang
permohonan grasi yang diajukannya itu (salinan Kepres), dan yvang lambat lag
adalah permohonan grasi yang yang diajukan oleh Bahar bin Matar pada tahun
1980 dan tahun 1995 sampai saat ini belum di putus (Gatra tanggal 25 Januari
2003). Keputusan Presiden tentang penolakan grasi yang diajukan terpidana mati
itu tertuang dalam:
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- Kepres No. 20/G Tahun 2003 atas nama Suryadi Swabhuana.
- Kepres No. 21/G Tahun 2003 atas nama Ny, Sumiarsih, Djais Adi
Prayitno, dan Sugeng,

- Kepres No. 22/G Tahun 2003 atas nama Ayoda Prasad Chaubey, dan

- Kepres No. 24/G Tahun 2003 atas nama Jurit bin Abdullah.

Lambatnya upaya hukum grasi juga disebabkan karena panjangnya jalur
birokrasi dalam penyelesaian upaya hukum grasi. Sura permohonan grasi harus
disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri, lalu panitera akan
menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada hakim atau Ketua Pengadilan

Negeri. Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri akan meneruskan surat permohonan

grasi beserta pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Kepala
Kejaksaan Negeri akan meneruskan berkas permohonan  grasi  beserta
pertimbangannya kepada Mahkamah Agung. Mahkamah agung akan meneruskan
berkas perkara permohonan grasi beserta pertimbangannya kepada Menteri
Kehakiman, namun sebelumya Mahkamah Agung harus meminta pertimbangan
terlebih dahulu kepada Kepala Kejaksaan Agung. Menteri Kehakiman akan
meneruskan permohonan grasi beserta pertimbangannya kepada Presiden, lalu
Presiden akan mengambil keputusan apakah “menerima” atau “menolak®
permohonan grasi yang dimohonkan oleh terpidana dengan memperhatikan
pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman.

Berbeda dengan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang merupakan
pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi_ di dalam
Undang-undang ini telah diatur batas penyelesaian permohonan grasi, Pengadilan
tingkat pertama yang menerima salinan permohonan grasi dalam jangka waktu 20
hari sejak tanggal penerimaan harus sudah mengirimkan salinan permohonan grasi
dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung Mahkamah Agung dalam jangka
waktu 3 bulan sejak penerimaan berkas perkara dan salinan permohonan grasi
harus memberikan pertimbangan tertulis kepada Presiden Presiden sebagai
pemberi keputusan atas permohonan grasi, setelah memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung harus memberikan keputusan, apakah “menolak” atau
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“menenma’ grasi yang dimohonkan terpidana dalam jangka waktu 3 bulan sejak
ditennmanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pada saat ini telah berlaku Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang
Grasi, dimana dalam pasal 4 ayat (1) jo pasal 14 UUD 1945 yang menjelaskan
bahwa Presiden dalam memberikan keputusan Grasi harus memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung, namun dalam prakteknya sebagaimana terdapat
dalam Kepres No,20/G, 21/G, 22/G dan 24/G Tahun 2003 tentang penolakan grasi
yang diajukan termpdana mati, pertimbangan yang dipakai udak hanya dari
Mahkamah Agung saja, tetapi juga memperhatikan pertimbangan dan Jaksa
Agung dan Menteri Kehakiman.

3.3 Kajian

Lambatnya cksekusi terhadap terpidana mati yang terjadi dalam hukum
negara Indonesia merupakan suatu hal vang seharusnya udak terjadi. Hal i dapat
mencerminkan bahwa pencgakan hukum di negara Indonesia masih kurang
Pidana mati vang dijatuhkan olch hakim terhadap pelaku kejahatan merupakan
penghukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Ironis, bila suatu putusan pidana
yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa adanya suatu eksekusi atau
pelaksanaan putusan pidana.

Pemidanaan merupakan suatu cara yang digunakan pemerintah atau
penguasa  dermi  terciptanya  keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam
kehidupan bermasyarakat. Putusan pidana mati yang dijatubkan oleh hakim
kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk menyingkirkan penjahat dar lingkungan
pergaulan masyarakat Masyvarakat akan merasa aman dalam menjalankan
aktivitasnya bila para pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan undang-undang
yang berlaku. Seorang pelaku kejahatan yang tidak dihukum sesuai dengan
undang-undang atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku
kejahatan ndak dilaksanakan akan meyebabkan tujuan pemidanaan yang telah
dirumuskan itu tidak dapat tercapai. Para pelaku kejahatan tidak akan menadi jera
untuk melakukan kejahatan lagi dan bahkan mereka tidak akan takut untuk
melakukan kejahatan yang lebih berat. Para pelaku kejahatan dapat beranggapan
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bahwa ancaman pidana vang berat itu (pidana mati), hanya tertulis dalam hukum
positif negara, tetapi pelaksanaannya tidak ada.

Penulis berpendapat bahwa lambatnya proses upaya hukum (terutama grasi)
vang dilakukan oleh terdakwa atau terpidana merupakan hal yang seharusnya
tidak terjadi karena terpidana selama menunggu upaya hukum yang panjang,
berada dalam tahanan. Terpidana akan merasa dihukum dua kali . yaitu hukuman
pidana penjara dan pidana mati. Hal ini dirasakan tidak adil. Berdasarkan sistem
hukum pidana Indonesia memang dikenal beberapa proses upaya hukum yang
dapat ditempuh oleh terdakwa atau terpidana untuk menyatakan bahwa mereka
tidak bersalah atau hanya untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan.
Terpidana mati akan menempuh seluruh upaya hukum agar hukuman itu
diperingan, namun upaya hukum yang ditempuh oleh terpidana mati seharusnya
lebih cepat terselesatkan untuk mendapatkan kepastian hukum, tidak sampai
bertahun-tahun, bahkan belasan tahun hanya untuk mendapatkan kepastian
hukum.Upaya hukum yang dilakukan terpidana mati dapat digunakan sebagai cara
untuk memperlambat atau menunda-nunda pelaksanaan eksekusi terhadapnya,
sepert! pengajuan permohonan peninjauan kembali untuk vang kedua kalinya,
Permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinva tidak dapat dibenarkan,
Pasal 268 ayat (3) KUHMAP dengan jelas menyatakan bahwa permintaan
peninjauan kembali atas suatu putusan hanva dapat dilakukan satu kali saja.

Penulis berpendapat lambatnya eksekusi terhadap terpidana mati, juga
disebabkan tidak ada aturan yang tegas tentang batas waktu pelaksanaan eksekusi
bila putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. KUHAP dan Undang-undang
No. 2/PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati
Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer
tidak menentukan kapan batas waktu pelaksanaan eksekusi atau putusan harus
dijalankan Pasal 271 KUHAP jo pasal 9 Undang-undang No.2/PNPS/1964 hanya
menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi mati dilakukan tidak di muka umum
dan 3 hari sebelum hari pelaksanaan terpidana harus diberitahukan.

Penolakan grasi terpidana mati yanpg telah menjalani tahanan selama

bertahun-tahun bahkan belasan tahun, sangatlah tidak beralasan Scharusnyva
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Presiden mempertimbangkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terpidana
mati, karena grasi itu diberikan atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Terpidana
mati yang telah menjalani masa tahanan bertahun-tahun bahkan belasan tahun
akan merasa bahwa ia menjalani 2 macam hukuman, vaitu hakuman penjara dan

hukuman mati dan hal ini dirasakan tidak adil bagi mereka
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BABIV ——

e

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

b

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut -
Pada asasnya upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tidak dapat
menunda pelaksanaan eksekusi, tetapi upaya hukum luar biasa (peninjauan
kembali) yang diajukan oleh terpidana mati dapat menunda pelaksanaan
cksekusi mati dengan berdasarkan alasan non yuridis dan situasi serta kondisi
yang ada
Penyebab lambatnya cksekusi terhadap terpidana mati karena kesalahan
terdakwa/terpidana itu sendini yang telah menempuh berbagai upaya hukum
yang memang memadi hak terdakwa/terpidana mati dan sesuai aturan yang
ada. Upaya hukum yang dilakukan terdakwa/terpidana mati itu antara lain
adalah banding, kasasi, peminjauan kembali, dan grasi. Grasi merupakan
penyebab yang paling dominan terhadap lambatnya eksekusi pidana mati
karena jangka waktu pengajuan dengan putusan memakan waktu vang lama
(bertahun-tahun). Lambatnya ecksekusi terhadap terpidana mati  juga
discbabkan tidak ada aturan vang tegas yang mengatur batas waktu
pelaksanaan cksekusi mati.

2.2 Saran

Bd

Upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) meskipun dapat menunda
pelaksanaan eksekusi pidana mati, namun proses pemeriksaannya diharapkan
dapat berjalan dengan cepat guna mendpatkan kepastian hukum

Upava hukum vyang dilakukan oleh terdakwa/terpidana mati harusnva
dijadikan prioritas untuk diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu schingga
tidak memakan waktu yang berlarut-larut. Presiden sebagai orang vang berhak
dalam memberikan keputusan grasi seharusnya mempertimbangkan kondisi
yang telah dialami oleh terpidana mati, seperti masa tahanan vang telah
dualani oleh terpidana mati.

39
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UNDANG-UNDANG REPUBLTCINDONESTA
NOMOR 22T ANLIN 2002
TENTANG
GRAS]
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memmbang - a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubaban,
peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanoan pidana yang

telah dijatubkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengad:lan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan
permohonan grasi kepada Presiden;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi
Hepubhl Indonesia Serikat, dipandang ndak sesuar lam dengan
perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat,

¢ bahwa berdasarkan perlimbangan
sebagaimana dimzksud dalam huruf a dan huruf'b, perlu membentuk
Undang-Uindang tentang Grasi:

Mengmgat | Pasal 5ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat
{1} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19435;

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Repubhik Indonesia Tahun 1970 Nomaor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pakaok
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1949
Nomaor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Denpan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3
MEMUTUSKAN:
Menectapkan  : UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI,

BAB |
KETENTUAN LIMLUM

Pasal |
Dalam Undanpg-Undang mi, yang dimaksud dengan ;
I. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan,
atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan
vieh Presiden.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAR 1
RUANG LINGKUP PERMOMONAN DAN PEMBERIAN GRASI
. Pasal 2
(1} Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tétap, terpidana dupat mengajukan permohonan crasi kepada Presider.
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(21 Putusan pefidandan vim@daprbditibhorkidn afEsl sehadamana
dimaksud pada ayat { 1) adalah pidana mati, penjays scumuor hidup,
penjast paling rendsh 2 (dua ) tahun,
{21 Fermohonan grast sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hanya dapat
digpukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal
a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat
witktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebu, |
e
b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana
penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal
keputusan pemberian grasi diterima,

Pasal 3
Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bag
terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati,

Pasal 4
{1) Presiden berhak menpabulkan atau menolak permohonan grasi yang
diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat
pertimbangan dan Mahkamah Agung.
(2) Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa -
a peringanan atau perubahan jenis pidana,
b. pengurangan jumiah pidana; atau
¢ penghapusan pelaksanaan pidana

BAB 1]

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAJAN
PERMOHONAN GRASI
dagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Grasi

Pasal 3
{ 1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim
itau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
(2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak
hadir, hak terpidana sebagaimana dimuksud pada ayat (1) dibenitahukan
sccara tertulis ofeh panitera dari pengadilan yang memutus perkara
pada tingkat pertama,

Pasal 6
(1} Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan
kepada Presiden.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh
keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana,
(3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidaca mati, permohonan gras dapal
digjukan olch keluarga terpidana tanpa persctujuan terpidana.

Pasal 7
(1) Permohaonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan
memperoleh kekuatun hukum tetap,
(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tdak dibatasi
oleh tengeang wakto tertentu

Pasal 8
(1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau
keluarganya, kepada Presiden.
(2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampatkan kepada pengadilan vang memutus perkara puda tingkat
pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung
(3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayai (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga
Pemasyarakatan tempat terpidana menjalam pidana.
(4} Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalu Kepala
l.embaga Pemasyarakatan sebagmmana dimaksud puda ayat (3). Kepala
bLembaga Pemusyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebul kepady
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Presidepdan salipappyo dikinmban kepida pengadian vang piemylis

perkara phdd trgkat pertma pating mmbat 7 hapahy R e hilong
serak diterimanya permohonan gras dan sabinannya

aguan keda
Penvelesaian Permahonan Cras

Pasal @
Dalam jangka wakiu paling lambat 20 (dua puluh) han terhitung sejak
tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, pengadilan tingkat pertama menginimkan salinan permohonan dan
berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung, -

Pasal 10
Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung scjak
tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimban pertimbangzan
lertulis kepada Presiden

Pasal ||
(1) Presiden membenikan keputusan atas permohonan grasi sctelah
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung,
(2] Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
(3) Jangka waktu pemberian aiau penolakan grasi scbagaimana dimaksud
pada ayat (2} paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya
pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12
{ 1} Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal || ayat (2)
disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14
{empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannyu Keputusan Presiden.
(2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada
a. Mahkamah Agung;
b. Pengadilan vang memutus perkara pada tingkat pertama;
c. Kejaksaan negen vang menuntut perkara terpidana; dan
d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Fasal 13
Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana vang
mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan
sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan prasi diterima
ulieh termdana,

%

BAB IV
KEFENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14
{1} Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan
permohonan peninjauan kembali atau jangka wakiu antara kedua
permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan
kembali diputus lebih dahufu
{2) Keputusan permohonan grasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak salinan putusan perunjauan kembali diterima Presiden,
(3) Ketentuan mengenar tata cara penyelesaian permohonan grasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah,
BAB WV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal |5
Permohonan grasi yang belum mendapar penyelesaian yang diajukan
sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua)
tahum terhitung sejak Undang-Undang im mulai berlaku
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s W
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Fada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Permohonan Grasi ( Lembaran Negara Repubbik Indonesia
serikat Tahun 1950 Nomor 40) dinvatakan tdak beriaku.

Pasal |7
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia,

[sahkan di Jakarta S
pada tangeal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(tdd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan i Jakarta

pada tangeal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPLBLIK INDONESIA,

1

BAMBANG KESOWOD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET R1

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan |1,
tid

Edy Sudibyo

PENIELASAN
ATAS
LINDANG-LUNDANG REPUBLIK INDOMNESIA
NOMCOYE 22 TAHLIN 20072
TENTANG
GRASI
. UMUM

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nepara

Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan grasi dan
rehabilitas) dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung,

Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Undang-Undung tersebut
dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat sehingga tidak sesuai

lags dengan sistem ketatanegaraan Indonesia vang berlaku pada saat inj
dan substansinya sudah hidak sesuai dengan perkembangan dan kebuluhan
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huk v masyarakat

Prafam mengatur g cara pengajuan dan peavelesatan
perrnohomit grisi Undiung-Undanie teesehut di samping tidak mengenal
pertbatasan putusan pengadilan vang dapat dinjukan grasi, juga
melibatkan beberapa instans) yang berkaitan dengan sistem peradilan
pidana (crniminal justice system ) dan mengatur pula penundaan -
pelaksanaan putusan pengadilan j1ka dwajukan permohonan grasi. Hal
tersebut mengakibatkan begitu banvak permohonan grasi yvang diajukan
dan adanya penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan
putusan sehingga penvelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama
dan terlalu birokratis, Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Pembentukan Undang-Undang im bertujuan menyesumkan
pengaturan mengenar prasi dengan ketentuan Pasal 14 avat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vang
menentukan bahwa Presiden membenkan grast dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Apung,

Ciras1, pada dasarnva, pemberian dan Presiden dalam bentuk
pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atauy
penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian,
pembenian grasi bukan merupakan persoalan teknis yundis peradilan dan
tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pembenan grasi
bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikanf,
melaimkan hak prerogatif Presiden untuk membenkan ampunan. Kendat
pembenan grasi dapat mengubali, merningankan, mengurangi, atau
menghapuskan kewajiban menjalani prdana yang dijatubhkan pengadilan,
tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan
rehabilitasi terhadap terpidana.

Dalam Undang-Undang imi diatur mengenai prinsip-prinsip
umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian
permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan
dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang
berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban
penyelesaian permohonan grasi dan mencegabh penyalahgunaan permohonan
grasi, dalam Undang-Undang im diatur mengenai pembatasan putusan
pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta
ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan,
kecual terhadap putusan pidana mati. Di samping itu, ditentukan pula
bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan | (satu) kali, kecuah
untuk pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan
grasi dapat diajukan | (satu) kali lagi, Pengecuahan tersebut terbuka
bagi terprdana vang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah
lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tangeal penolakan permohonan erasi
tersebut, atau bag terpidana yang pernah diberi grasi dan pidana
mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu? (dua)
tahun sejak tangzal keputusan pemberian grasi ditenima.

Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana,
dalam Undang-Undang im1 diatur percepatan tata cara penyelesaian
permohonan ygrasi dengan menentukan tengearg waktu dalam setiap 1ahap
proses penyelesaian permohonan grasi. Tata cara pengajuan grasi,
terpidana langsung menvampaikan permohonan tersebut kepada Presiden,
dun salman permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan vang
memuius perkara pada unghat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah
Agung. Presiden membenkan atau menolak permohonan grasi setelah
memperhitikan pertimbangan Mahkamah Agung.
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HePAsAL DEMIPASAL

Pasal |
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Kata "dapat” dalam ketentuan ym dimaksudkan untuk memberkan
kebebasan kepada terpidana untuk mengeunakan atau udak menggunakan
hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan Undang-Undang ini
Yang dimaksud dengan "pulusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum letap” adalah ¢
I putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak digjukan banding
atau kasasi dalam waktu yvang ditentukan oleh Undang-Undang tentang
Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tngkat banding vang tidak diajukan kasasi
dalam waktu vang ditentukan olch Undang-Undang tentang Hukum Acara
Pidana, atau
3 putusan kasasi, .
Yuang dimaksud dengan "pengadilan” adalah pengadilan di lingkungan
peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang
memutus perkara pdana,
Avar(2)
Cukup jelas
avat (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas [DEL; \DEL] A
Pasal 5 :
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kewajiban panitera untuk memberitahukan secara terwulis hak terpidana
untuk mengajukan grasi, berlaku pula dalam hal putusan dijatuhkan pada
tingkat banding atau kasasi,
Pasal 6
Avat (1)
Cukup jelas
Axvat(2)
Yang dimaksud dengan "keluarga” adalah isteni atau suami, anak
kandung, orang tua kandung, atau saudara sckandung terpidana
Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Yany dimaksud dengan "herkas perkara” adalah termasuk putusan
pengadilan tinghal pertama, serta putusan pengadilan tingkat banding
atau kasasi jika terpidana mengajukan banding atau kasasi.
Pasal 10
Cukup jelas

Pasil [1

Cukup jelas
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el .

Azl (1

Cukup jelos

Ayntid)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b dan huruf ¢

Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan
kenutusan prasi disampaikan kepada pengadilan di linekunean Peradilan
Militer vang memutus perkara pidana pada tingkat pertama dan oditurat
militer yang menuntut perkara terpidana

Hurul d

Dalam hal terpidana anggota Tentara Masional Indonesia, salinan
keputusan grasi disampaikan kepada Kepala Lrmbaga Pemasyarakatan
Militer tempat terpidana menjalani pidana. :
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
PPasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

n

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4234
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Menimbang

Mengingat

Menctapkan

PLERTAMA

KEDUA

Salinan sesuai dengan sl
SEKRETARIAT NEGARA 1
Deputi Sekretaris Negara

:i%ML\L[_JHkHH]_IHH Kebijikan,
: :"Tx' /
=

f
.

t bl setelah mempertimbangan seeara seksnma permchonan grasi eepiding

o Pasal 4 ayal (1) dan Pasal 14 st (0 Undamg-Undang Dasar 1945

= "Pembunuhon berencan: ™ :

wnld v

'-.5' aqrndn B ¥
;fn'.’- r:{-“r ﬁ'll"
LTy LY
=ty l‘||||'4‘_».'"
-'.'V-h;"l";.'.l. o
o

o o T AL A o e e R e

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA
NOMOR 20/G TATIUN 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONIESIA,

yang pamanya sebagaimang eomaksud dalam surat faksa Apung Nomor R-
L8/ A Epa.2/9/1995 tanggal 26 September 1995, Ketua Milikamal Aurtng
Namor 1202/ TU/ 1/96/288IM A/ 1995 tanpaal 27 Nopember 1996 dan sun
Menteri Kehakiman Nomor M PW.07 03-35 tnggal 13 Binvart 1997, dinilad

tidatk terdapint eukup slasin ik temberiim griast hepadi terpidiam erselg

MEMUTUSK AN:

Menolik permohong grast terpidina SURYAD SWABITUANA alis Al

KUMIS alias DODI big SOLKARNO, lahir i Filembang. wngenl 5 Juli

1966, yang dimohankan olel Dindin suuching ST untik dan alis KLy,

yang dengan putusan Mengadilan Neoeri Pulembang Nomor 595/0s. Py 13-

LS9 PN Pl bmgeal 16 Tanuari 1992 o, putusin Penvadilan Fingei
Palenihang Nomor FEMWAAI992/01 Pl tangeal 11 April 1992 ju putusan

Mibkimah Asung Nomor 862 KIPIT992 tanegal 27 Arustog 1992, elah

chipthd pickoma i, sehals thperslihkan melakukan kel

- “Pencurian T,
Ieputtsan Presiden ini mulaf berkiky Pidi tanggal ditetapkan,
SALINAN - Keputusan Mesiden i disimpiaikan kepadit pejihl Pephil yime
Berkepentingan untk dilaksanakan cenygan sehaik-haikny:

PETIKAN - Keputusan Presiden

i diberikan kepada yamg bersangkoto
untuk diketahui,

Ditetapkitn di Dakari
padi titngeal 3 Pebruars 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONSIA
el

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Pk ad 1T SunnwG
s i iy 10 | HERRER T
'”I%EV [ of

Maty— , :
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PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK IN DONESIA
NOMOR 2! /G TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang  : bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi para
' terpiching yang nami-namanya sebagaimama termalksud dalam sural Ketus
Mallamah Agung Nomor 1298/ TU/96/25T/MATIY9G langgal 9 Desember
1996, surat Menteri Kehakiman Nomor M.PW.07.03-153 tangpal 6 Pebruari
1997 dan surat Jaksa Agung Nomor R-127/A/Epo.2/7/ 1996 fanpeal 10 Juli
1996, dinilai tidak 1erdapat cukup alasan untuk membh

erikan grast kepada pars
lerpiding tersebut,

Mengingmt — ; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayal (1) 1;'|1d;1ng-l.lnnl;|ng asar |45

MEMUTUSKAN:
Menelapkan

PERTAMA  © Menglak permohonan grie kedun para terpid
L NY, SUMIASHL, lahir di dumbang, tangpal 22 Sepiembier 1948, yiang
il eleh Soetedjin Dinjasasmita, SH.. uniuk dan ats Kuisianya, ying

dengan putusan Pengadilan Neper] Serabiya Nomar 80/ 11/1 988 g gl
20 Pebruart 1989 jo. putusan e

engadilan Tinggi Surabaya Nomor 88/Pid/-
|989/PT . Sby tanggal 13 April 1989 jo, putusan Malikamal; Apung Nomor
FIOT KIPid/ 1989 anggal 16 Nopember 1989 dan Peninjavan Kembalj
Mallamah Agung Nomor 71 PE/PII1995 tangga, 30 Januari 1996, tefal
diptuhi pidana matl, sebab dipersalalikan melakukan keiilatan ; ]

Al sebagad herikul

“Dengan sengajn (i direncamakan  lebil dabuly

mehitkukin pem-
Bunahian™ - dan #

“Pencurian yang difakukan olel lelyib ¢
2. DIAIS ADI PRAYI'TNG. |
il alely Soetedfa Dj

ari dua orang dergan hersekuiy™,

ihir i Malang, tinggal | JLanuary (934 Y
wasasmila, SHL, untuk dan ata Ruisianya, yang
dengan putusan Penpadilan Neger Surabaya Nomor SO/ic B/1988 tangpal
20 Pebruari 1989 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surithaya Nomor 88/Pid/-
1989/PT.Shy tanggal 18 April 1989 jo. putusan rahkamah Agung Nomor-
1191 K/IPid/1989 tanggal 16 Nopember '989 dan Peninfauan Kembali
Mahkamah Agung Nomor 71 PEIPid/ 1995 tanggal 30 Januari 1996, 1ehil
dijatuhi pidana mati, sebab dipersalahkan melakukan kejaliatn

"Denpan sengain dan direneanakan lebil

dahuluy  melakukan pem-
Vinuban®™ ¢ dan '

= Clencurian vimg dilakukan olel hebily ehart dun arang dengan bersekuin®

3. SUGENG | |
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Bl

3. SUGENG, lahir di Jombang, tanggal 15 September 1964, yang dibuat oleh :
Soetedja Djnjasasmita, SH., untuk dan atas kuasanya, yang Jengan putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor SO/Pid. D/ 1988 tangpal 20 Pehrui:
1989 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor B8P/ 1989/PT Shy
tanggal 18 April 1989 jo. putusan Makamah  Apung Nomor 1191
KT/ 1989 tanggal 16 Mapember 1989 dan Peninjmmn Iembali Malikamah
Agung Nomor 71 DI/Pid/ 1995 tanggal 30 Januarii 1996, 1elah dijatui
picku mati, sebab dipersaluhkan melakakan kejahitan -

“Dengan sengajn din direncapukan  lebih

dithulu - mclakokan  pems-
bunihan™ ¢ dan

“Pencurian yang dilikikin olel lebily it du

dorng dengan bersekuty ™
KEDUA P Reputusan Presiden ini mul

i herlake pada tangpeal ditetipkan,
SALINAN - Kepulusan Presiden ini dis

impaikan kepada pejabat-pejabnt yang
berkepentingin untuk

dilaksanakin denpin sehaik-baiknya.
Keputusan Prefiden ini diberikan
untuk diketaling

PETHEAN kepada yang hersa ngkutin

Ditetapkan di Jakar

Pada tanggal 3 Pehruari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Silinin sesuai dengan aslinya

SBKRETARIAT NEGARA R, | i
//5?-1 ' aris Nepara i

pan Kebijakan,
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Menlmbang

Mengingu

Menglapkan

PERTAMA

KEDUA

Salinaa sesua dengan asliny
SEKRETARIAT NEGARA 1l

i halwea serelil mempertinbangkan secara seksamn permehamn giasi tempidang

= Pasal 4 dynt (1) dan Pasal 14 avig {13 Un:Enngalelnng Dasa 1945

FPRESIZEM
REFPUBLIK INDOMNESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 224G TAHUN 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDOMNESTA,

yang vamanya  schagaimana  termaksud dilam sural Jaksa Apung Nomuor
R-032/F/¥ps. 343/ 1994 langgal 10 Maret 1998, surat et Mulikamuah Agung
Momaoy GITUN9925IM AL 908 tanggal 12 Lanuari 1999 dan sueat Menler
Kehakiman Nomor M. PW.07.03-189 tingpal 22 Miel 1999 dinil [k
terdupid cukup alssan uniuk memberikan grast kepada lerpidkamt tersehg,

MEM UTUSKAN:

Menalak  permahianan Erast terpidana  AYODIIYA PRASAD CHAUDBEY,
lthiy i Ty, sl L Juli |93y, yne dimahunkan aleh Bushiamo, S,
dike untk dun ains RUasanya,  yai g tdegan putusag Penpaditoy Mepgeri
Medin Nomar 544000 W1994/PN  Mun gl 8 Scplembes 1994 i,
putusan Pengadifan Tineei Medin Moo SO/ 1994411 My tinggal |4
Deseinber 1594 A0 Pt Mabkanal Apung Nomor 437 KiPie1ogs tingpeal
20 lunis fghet g Penipauan Kemblj il anmah Apung Nomor 58
PP W1996. bithgeal G Mg 1997wl dijatubi pidia i, €lly

tipersataha WL ik Lindik pidang -

- "Seeara BeEsimma-sama i itk el wa narkatika”™ -

= Seenr bersa massanin fn stk menginipor mirkatika

Repitusan Preside i) mulai berlaku pada sl ditetapkang,
SALINAN Beputusin Presiden i disampaikin Eepada pejabit-pednk vy
lerkepen N ik dilnksanukan denpnn Huh:lik-l.‘.’llkl]}’:'.
PETHCAN Keputusan Presiden i diberikan kepada yang bersangkutay
R eliketsilng
Ditetapkan di Jukart
pada tanggal 3 Pelbung 2003
PRESIDEN REPUBLIKE INDONESIA,

ld,

MEGAWAT] SOEKARNOPUTRI
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FRESIDEM
REPUBLIK INDONESIA

REPUTUSAN PRESIDEN REPUDLIK INDOMNIESTA
NOMOR 247G TANUN 2003
PRESIDEN REPULIIK INDONESIA,

Mantmbnng o balwsn setelal mempertimbangkan secara seksama permelnie grasi e pdan
2 fing nanmnya sebagaimimn tenmaksud dalam surat Jaksa Apung Nomoar R-
23VAME 1998 tangeal 2 Nopember 1998, surat Keny Mihikanh Apung
Nomor LISTUR20000233(M AL 1998 tangeal 3 Mavet 2000 dan sural Menteri
Mk dai Perundang-undangan Momor M "W 07.03-39 tgeal 15 M
2000, dhinila vdak ferdapa cukup alasan wilk memberikin BUAET kepada
Lerpdomy ferselin

Mingingal CPasal A ayat €1) dan Masal Iyl €1 Lf||{|r||1g-1j41;|;-,r1g D 1945 -

MEMUTUSKAN:
e pistimkan
PERTAMA  © Menolak PEMatmi geash torpidam JURTT pin ATIULL A kb o
Frlang Andong, Kabupaien D1 1| Musi Banyunsin, tahun 1965, yiug dengin
prtsan . Pemsulilin. Mepgry ackiyu Moo MO A 9T N Shy
rgual 19 Pelwunri 19038 I s Penhilag Tigpi Paiy nbone Nume
L1 FARITH Y e 1S R Pl Pl 21 Agaril 199, relih digittieln Pl v selialy -
dipersidabkinn melakokan Kepabalan "Pemibinhan: berenean: LHERARY Sudiii
Bersamm-smmn
: KERUA I sl s Presicten bl mlad by Bk praehy ngpeal diletipkin
SALINAN - Keputusan Preswden ini disnmparkin kepinda Pepalst-pejaliag yung
herkepentingan imiuk diluksannkan tenpan sebitk-haikog,
PETIHCAN Kepwlusan  Presiden ini diberikan Kepalii ViR bersinkitnm
) vtk dike il
' Duetapkin di Jakarta
)
ik tingeal 3 Pebraan 2003 :

FRESIBEN REPURLIK INDOMNESIA,
e,

MEGAWATI SOEKARNOPUT I LAE
Silinim sesun| denpan aslinga
SEKRETARIAT NEGARA 1]

o

. 7
il £ B
S met L U
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PG B30 BA CHA T mibar sl

HUKUM |

“REEEE T pllln_ A T AW AW )
{ sud:lh|l.~..ir:1|1.h;1j.'a||:m_u-.|lu.-.. bizedog,”

SUMIARSIH; HANTA BI15A BERDDA

Gemas ti Amhany Ajal

Eriamterpidanamatisegeradieksekusi. Merasadihukum
dua kali. Penclakan grasi pun dihadang judicial review,

EMATIAN sudah diparak: bulan
depan, di hadapan regu tembak
Cermuskah Sumiarsih? "Saya siap
menghadapi regu rembak,” kata
wanits yong divonis mari l’n_‘-ngu
dilan Ncgcri.ﬂu:ullu_lﬁd awa Timur,
Cierosber § 958, datam: periara pembuniban
kelusrga Lc:rrnn Faoionel (Marinir) Pur-
wanto iro- Permintuan terakhimva, sang
anak, yakni Segeng, yang jug terpidiang
mad, d.ltn_'llhr_‘ring:n:rl |11.:|:|1_m;.ﬁ_ "Rasilnn
dia masih muoda. Biar saya vang menang-
E'IJTIF." kata Samidrih, 57 mhun. *Saya
serudird ikhlas dibukam mad
Boleh jadi, Sumiarsih hanya mencoba
ihal. Ketka Gatis melongakina i Le-

93 UATRA Y MARDT 200D

baga Pemasyarakann (LP) Kebansan, Ma-
lar.g, Jawa Timur, Senin pekan lalu, Su-
mmtiarsid sering worithat mureng. Rutinites

bt Ritam-
I |"|I|||
||Il|{-|'| Sermitaraih '.1| al |r|u-

dl mpsa Rovalusi P

15le, ‘-LIII:lIIIIIII s ditalols
et dan rmmak. Mesk
"I..l”ﬂl'll..,lml btnhun rambogmss :..:Ish, feT-
SSIETARL. SN, --.:-_J.Llupruw %

Sumiarsihy

Ujar | eny i avain bakar pedesing kepddy
setiup rekun narapidama yang menrohs
e hiligrms

Summaraion sdaleli seurung der cnam
erpiclar matt vang permidionan ETasIYE
ditolik Presicden Megawan. Surat keputig-
anprisile. erromor 2 i, Seninpekan
Ll hsienihlilan secara resmialeh lJ.L'|1.1|.'|
Fejaksasn \'L[rL1i Malang, Luhut Pak-
pnlvae, 10 site figra sermmeat pendlakan e
|'i‘1l.|u'i'l_:lLI mohonan geasi D ais Adl Prayin
iy, sl Sueniarsih dan anakne, S,J_[w .
E\.-: dganya, plus Sersan Doia tPabisg) Adli S0
patro —meriante Stmirsth—dinvataian
teriucktimenghalia keluarg Leman bo-
lomel Purvanco, 18 Agusoes 19845,

[jais miening ral ﬂ P Kalisoank, Su-
rabxw, awa 'iml Bezitn pan Aci Snpusten,
Bimezra peilis vang dijacabn hukwmam i
et mah kamahmilicer e dickse ks o
da 1995, Kini tinggal Swmiarsth doin Su-
geig yang imelews i har dalom kecemas-
an, Keduanya menolak menandatangani
surat pemberitihuan peralakan grasi iee-
sebe, 'S CERR Lot ko ,|-"|'If.5:||'l-iil'
fgan, Ealan s i, tiha-sibn dieulik
reru teimbak) Kan repot,” katn Sugeny

1 gl (v, sav i .‘\.('l,,.lﬂl,rll'.t"_'lgifljl:.'al'.
peninjavan kembali (FE)" katanya

Alusai jenmiysn PE, memmr Sugeag,
dizsudah menjalam hokuwman (4102 whun
tanpa remisi. Sugeng mengisi b -har
terakhirnys dengan membear kerdjina
rotan. Dia cocin bermain bula ranpkds, olah-
mipa kepemarannya, Sedap malam dia se-
lalumenyginpatkan salat tahajud, dilanjie-
kan memiacn Al-Clusan, [ inempermnys-
kar penolakan grasi yang Lur darang w-
karang. Padahil, ia mengajukannys sejal
19946, berbarengan dengan permohonan

| grasi iburya, "Setelah toma, tiba-cibe gy

membuat Lerajinan tengan mulai diting- |

ga'kan, Sermumnya rak Bisa menyaput ke:
gonilehan di wajahnya, Jelasselall, scmyu
}'Ju!.::scsculm:.: ilipakesalan, Relan-rekan-
nya dari jeasnEt gl."r\e‘.in yang n;.!.'.!l:al'll."| Ene-
nguk tak mampu membesarkan hating.
Linnek kesekian kalinya terbulrd, hagi
terpidana mat, menand algojo berard de-
taan kecemasan yang menyiksa. Seorang
Marie Ancoisncete, "singa Prancis” isto
Uikrazor Lauis XVT, h;i:mg]._crrarangannya
pada malan menjelang dikieiin ke g .
fetinee falat pren nariel kepata)yang jopule

penaolakan gras,”kata ILiug«::ﬂg. "Bavamen-
jalant hukuman dua kali,” 12 melanuekan.

Pennlakan ferani I-.'r|1a||'|1'|rn"rn terpi-
dhann nemang datang lambar, %l:,.uh
Swabhuzna, rerpidana meat ksng pemb-
muhzn yang kint mendékam di LP Batu,
Musakambangan, Cilacap, lawa Tengah,
mgngniukan prasi pads 1 1995, Faly, -’L the
d‘&}'a.Prns.ud{ Juubby, warea Iu.;:l_mlitr:r i-
dania mati dalam kasus narkoba pada | U'Jﬂ
diMedan, Sumatera 'I._Jru.ra},auma-::rgnrl
Jurit Abalullah, yang dyamohi hukan wati
Jaiim l'..n.'.L".|:-e::nl:-|:|||u'i|:u1~'.'|:|:n.|'s ImErung-
s vt kahun lelih.

R
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i
H Koteh g ndnkal i Lhak kitak- | obama ot Ao bs
! Jarhnkir | ] e | g, vy kP
ke g oruskan *kprutien waurdwablhry, mint
TLTE N S eavr 307 ahun ahan g vang e
wasmr sehalitik e st e U LT EY Eivans T
dabal seperm dica i bt Pitsarl 3 ed) | e A s, i kess ]
vik pe il LA VHsaes lma coange terbiubun ) LT ok el Semipiian kepadi
rerpidiaimatt bisainenial; Juirie Ralen bz e s ks e binkauii
kalizaudaly mesulek o ! Jiaee P it Lol Al sudlisly
!..':.'n,.|Ll|i|'|1:.';|-.f||_|ri||_-_rl: % alagat thiealva becil o ek
Bae pesda U N et pernwbonan PR ikl
B il woram g Hukdd bar
| L Laley k=paipelue et Moz plas
fan Baris inelim- | "Paling lnibacApH) stan 8o mereks
prltkan permohonss i ke Mablkawal  Raims clscke ArgsariAzhar
Ay (MAL Paling lamlms o i{-_'_-al;-u:l:r:_-'\-.-:_:. :.'iﬂlli_'.fl'-u]i-.! bkl
i setilah dicsrin, MaA | @ jardi eksekurtor terprdzsa-mad Sumiarsh
i persimlog ke presides i dan Sugeng, malah rremberl aner-ingr
sl | MEMUILSEER [er- st wakiu lelih zepat. "Eksckus rerapy hakul
mohanan grast it dicering stau ditalak * dijalankaa 30 Dorl seeelsh dibacakanmya
B s Juga aliatur soal TR D birtkan patusan penolakin kaiea Kepaly
fika PR digjukan bersimaczn densan geas et Seksi Piikana L & peitinn Megerd
b ehkagy . Mabing, A Proaudjis Privonio rting, ehoe-
§ kvsiuncuk Sogeng dan Sumarsihdiloku-
3 bar paling lambat | 28 ared, st sellag
] plima terpidana inan setelah penolakan pras: diszinpaikan
{7 sk ke setapdijala koo, Rt Begitli puin dengan Kejabsaan Megter|
Lepats Pusat Penecangan Huki bucak Palembang, Sumatera Selotan. Socary
sl Asung, Antasael Azhar, kepiad Sojud khissise mercka e ngrr R b e -
Dhwt Protistu e GaThA ka|n-'~.'|||gu|1,|-«_-uu lziu, anoak melseri-
“Penmijuan PR tdak menunda ek B hukan penolaian grasi kepads Suryad|
kus), " A!-JI'I||I'.'I::II|||.I:I||i!.'|::..-"L:;|_-:J:-r|:,',|. =1
P yang disjukan para terpidana mat : I i ]
Inerupakar PK L bl setelah ving per- bl Kejabuaun MNeger Polenila i
tama dhtolak MA "Keseiptan PE fi k- SUGENG: HUNLMAM DUA KALI FLinavis Tasiad tax RacindaT Hitiayad
TAESIR BANDA PASAL MAT! ER e
—51 MARKApAH Agung ketiban sampur: ~ hukyman matk, 3 =¥ S st didukeng Pavoritis-raldrat ) -
harus jadi pefengah kontroversl soal. - Menteri Kehakiman dan HAR, Yusfil Ihza: Indongsia, fenerapan iffkuman mat ber-- -
hukuman matl. Kubu yang tidak etuju _-Mahendpa, punya tatsir laln, Menurut Yusrll,  laku socara de jure doned? facto," kata
bemiat menggelindingkan penolnkan “Pasal28ituharus dikaitkan denganPasal?8  Hamdan. ... -% o 3
-merekalewat guastan judicial revidw. Safls *J. Di situ Bisebutkan, datam menjalankan hak Toh, kantroversitak juga surut. Albert -
.. diantaranya, Lembaga BanTuan Hukum - -dmimhqhaunqlu,aeﬂapﬂunnhaﬂhmuk - Hasibuan, mantan anggola Komis! Na- =
-!.'Indm.Sumalmaulanr.hﬂphmnngugaL kepada pembatasan yang ditetapkandengan siodtal HAM, menyebuthan bahwa pomba--
Kepulusan Presiden (Keppres) Momor = urﬂmg-wmlumuah.mp;iaetmﬂm. tasan yang dimaksid Pasal 28 J seharus-
{ 22/GI23 yang menolak grasi kllennya, . menurul (usril, pidanamatimasih jadihukum - nya tidak sampai pada hukuman mati, -
i Ayodhya Prasad Chaubby, ierpidana matl »-Pesitil di Indonesta, karena dicantumkan ' - ~Kalay smpaimnwntuh.ru.hm-t_enrang--
¥ dakam kasus nirkoba, HEPFII‘E-!.irILdI:IEE; datam beberapa UL, Yang paling banyekienlss . an dangan hak untuk hidup,’ kata Albort. - |
t gap bertentangan dengan perundanig- nya dalam KUHP; tak kurang darl sambilan Huhuman mati, menurut Albert, tak efekfif. .
i undangan di ataenya, yaituUUD4S, - al yang menyebut-myebut hukuman malk':  untekmenekan kejohatan. lamencontop- -
: "~ Begitupenolakangrasienom lerpidana - o' Pormyglasn Yusel Inldiduu:ngl-l:mnauanEimwﬁgm_mﬂmhukumn_mu_i -
i T iumumicar, spal pelassgran LD = Zoehia, Wakj) KetuatamisillDPRyangmem-— ontuk koruplor. "Sampal sekarang, loh

lang=ting dipakal untuk menyodok peme-

i Pasal 25 | disebutkan, hak untuk hidup

i adalah hakasasimanusla (HAM) yapytidak

t «bisd dikuranghdatam keadaan 2pa purn.
- Implikasi dari pasal tarsebud, menurut

! - Munarman, Indonesia tak lagi mengenal
- - - s ST

:

!

}

e

tntzh, "Presiden telah rielanggar kodsti-
Lussl," kata Mungrman, Kehiz YayTsao Lem--
_»baga Bagiuan Hukum Indongsia, Datam- Pa¥alzs

hﬁﬁﬁanﬁutumﬁanmnﬂmﬁmw. {
*Heduzpasal il harus berpasangar, Hdak - Huku‘manmml.mnum.ﬂ.lbert,takmsus&'_:'
biolel) ferpisah™katanyy. DPR meloloskan” dengan Konvens{ tentang Hal-hakcSipi =

korupiorietap s3ja bériteliaran, " katanya;” -

iarenaadaPasal 28, "Bolehglicel, da0 Protokal Keidua PémsonikatanBangsa-*
-~ notllanys, Keduanys mefupakan Ppasangan; —Bangsa yang metarang hukuman matl,
¢ ma]ib."hlamggmdmmdzlmkswam —~ - Tatslrmanayahg lebih sahih, tentunya, .
- Bulanmmllmsequi_traﬂ!mmr& -harus dilunggy kepulusan Mankamah:
yuridis, menunst Hamdafl, hukuman mat juga Agung. &Sy ma
- Aibenarkan secara sosiologls. Hulkumammati - 7, =~ . -~

GATEA  aREL T T

. —
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FLOY MOWELLHTO

LAPURANUTAMA

suryadi, 34 tahum,
terpidana matl kasus pembunohan.

o BADANPY Agedangrenda s 1 am

o mdak sanga., "Sava sedeh w-
it sini,” ke Survads, dengan iog
ving i Kentaery, kenka di-
remui GaTRAd P Bas, Musakambangan

1 divodus mao |5c.1l:|:| 1 Juvn 19952
st herusan 23 wlon, Selamacmpat whun
ta mendekamdi LP Palenibang, by dipin-
dahikan ke LF Pajo, masih di Palembans,
samapai 1994, <eelum akhirnya dibovang
b Seusahanibangnn, Pacds 15 Tul 1594, jpcr-
mahanan peninjoan kembali{PR)-nes di-
otak Mahkamah Agung. Kini, ia mencota
peronoungan dengan mengajukan grasi

Ta mengraton sakit hard setinp ingat ka
vang menithiwa nya ke lraljk]cruj; hesi “Sava
melalukannya beroga, tapi dun temm sren
inelaas dari sgalt tucbitan, " katanys Meou
rut pengiaan dia, permbanshan i e
i di kampung halamennys di Palem :
“Sebenarnya saat ite sava sudah bekerja s
Jabares dan bargsji cukup,” ujarniya.,

Felepesmendapatectirsariana mansje-
mien harisehiuah periumian enggi di Palem-
ling pada | 989, dia segeramensan kerjadi
Jakarta [z diserima di perusahaan pongola

T

'll:L'xL'“'liI:\:':.ll_a.llul

han nmgeroy ok dia,” kan Sy
Barbel yangaida di ruang in dihancam-
wan ke kepala H:Irllh.‘.i'.:_{. Teh, Rambane
oerremang: Lalu ."'.|l_"x,1:;|_~|11_:|_1.|:[>-:::.|.|1|.||-_|r'-
Sorvadi; menusckkan samerai yang ada d
rung tin rerssbut Bambang limhong dan
jamih. Karcna ribut, ayah Bamibangdan pem-
tantinya masok. Mereka fom dinabisi. Lal
iluaya juga masuk. "Dia dicekik somen savs
serein man berterfak,” kata Saryadi.
Mereka lancas balik ke Jakarea, ber-
ity Toh, j#jaknva erendus poli-
g1 "Herannya, hanya saya yang diajuban
Kee 1, e, Menurut Suevadi, dos
annyn lalis dari jeras ukom, kasens
imereka kerabar jenderal vang keviks it
mat berkuasa.,
Satu hal yang bikin Suryaili penasar-
an, resepsions hotel yung ||i:-'l1|.|E:|_r|. sahs)
cleh pelini ketiks persidangan. Menurut

B

iz, sebelum beroperasi, inereka menitp-
ban Bungi ke seorang perampuan. "Kak,
i persidangan jadi laki-laki dan diz bilang

SURYAD| (TEMGAK] D) BEMGKEL KERIA LF RIS AKAMBANGAN

hzan minyak Exsor Balongar. Samuwhur di
Fixtr, thia pindah ke perusathuan pengaie-
ngan ilan T Indomina Java, di fakarts, "Sa-
uE it graji saya bl som ju,” katanya:
Mamiun, ketika scda,ng cob brcrya, i
dizjak dua remannya menagih soang ke
Falembang. Yang ditagih itu bernsima
Bambang, penyandang sabok hitam dan 2
arute_Tiba di Palembang dengan Dai-
hasu Taft, mercka bertiga (bersama Alex
ilan Taufan} menginap di sebuah horel

30 GaTHAII IANUARS 200

hanvasaya sendis yang ke lisr hotel, dis
reman saya ada di kamar,” katanva. Akhir-
Ty, sepetti termmtum dalamvonis peng-
aililan, Suryadi dinyatakan relzh membu-
malt st orang pada malam i,
Awalnva, Survadi memberontak dan
inggin kabur dan LP, "Namun, setelah di-
kiunjun don dinasiban T, skhirnys saps
pasrah,” v eumya. "Saya mwadal Mungkan
SUTATAn |1.1.i:'.‘|1'.|.:.-'a miemnang harus '_'u:i:i_m,"

jik= tba-tiba ekt mag daang menjes
|-'1.a:. 'J-I'I!.-T'Li._i:lLI'_'lLIJ1.||ii|:||:|||\ll:|.j:||
i “Senifamyasayaseper-
s, ki sava alehn tepang.”

Yuny paling e yedibban bagi terpe-
dand s, kats Survadi, sdalah ddak pusa
tangesl pilang. Setiap 17 Agustoy, sete-
Lah wpaara bendera dia sering menven-
dirt de kamae "Sava pikir, enalk v teman-
terna enghivng kan kepelangan mere.
ku, serlanghan sapa ddak,” kamanya,

Deaf Zetla Miharwin, 30 tain,
terpldana mati kasus parkoba. -

0O MESET kasasinya ditnlak, Dend ak pu-
s 2%, " Saya sedang mengapekan PE. Kl
dirolal, va, prosi, ™ warnys kepada GaTia;
ying mensmuinya di LP Cipinang. Dem
memjal| pesakivin laonaram temETITpTNG
ks nnrkoika Agpatus 1999, fa IiCUI.IJlI:I-
raT mE T bawa LII.II_._IIJIII lezoein ch Foanelu-
ra Soskarno-Hites sont akan terbang ke
Landan, T,

St e rtanggha i, 1e baro menjalan k-
er''-nva schagaimaiicer selaimg enam budo
Addaial sepupunya sendin, Meirika Frano-
fa [‘.-Jl..lZ'.‘_.-'J.l|!j:||||.‘:||g'.|::al':'.:,':| terjun ke durniz
bty it Sebelum termngleap, ks Deni,
Lerhasil e kali wars-winmem-
rhottkadind T halland den Pakissan,
at ity mamang sava lagt el A fen
iirila manatd, daryerng swgara bl
wt bl Febil besary, " kamnye.

Dend, vang lulusn Sekoloh Tainagi
Fetneriisatm Lhatam MNeger tluan | 594,
tiki penghidupan fuma

izl

a P95 V00N, g persuily imettfaih
pengbin kepala Desa B appoang, Keca-
ik s, Joan Bapat, Kernhe
din, tihug 19K Gnyjud terrangkap,
hertsgas di kanor prentibsa ngru ivan desi i
Cianjor. Penglisabinngg pan hiss me i
hiitipraser dhan iluz anaknyd, v kimi
Berusiaeriam dan e tahun "urang -
dak, Tebibpuga vk, katany Yepods M
Agung Riyvadi dan GaTea,

Tape, seaiz st berulwh lantaran s er-
giur ining-imug upaly USS 1,000 sedap
kalimenyelundupkan narkodka. Alhirmya,
Deni pun terjerembap ke dunda himm, Pida
3T Agmostua 2002, ja dijatihi hubuman mad
wileh e lis I'Iallill'.'..l"lI:IIEH.ill.Iu.ll Meger (PR
Tang“one, Hanten, yang dikeneal Ase
Pwsant Trmavran, Vangs inan o membuast Diend
dbecl tlan pingsan. “Teruseranes, ket
SL"SL‘I.’!-F.]|:g-::ifwuﬁsmaliscbcmln}u :hﬂlf__"i'
an hidupnya sadah man,™ tumomaya.

Linning ham Deni, kedua orangtusnya
merrern ktduaniya, "Wereks manmienu-
alkian saya, " katanya. Matanyas memerah
saatmencertlon penvesalunnyaing, Sec-

| atar s v b lan, ornsgtusckinasirinug
Sl menambzhian. Vidak Gcorkabdia |

ek din Tt menierin

d T ral
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Nasional
Kejaksaan Agung Tak bisa Lakukan Eksekusi Terpidana Mati
7 Mar 2003 21:0:26 WiIEB
e, Jakarta Kejaksaan Agung tidak bisa melakukan
eksekusi atas para terpidana mati yang telah ditolak grasinya. Pasalnya,
semua terpidana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkaranya. “Dan
semua pengajuan PK itu diproses peradilan,” kata Juru Bicara Kejaksaan
Agung Antasari Azhar kepada pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat
(7/3) sore.
Presiden Megawati Soekarnoputri, awal tahun ini. menolak grasi enam
terpidana mati, masing-masing Jurit bin Abdullah, Suryadi, Sumiasih,
Sugeng, Ayodhya Prasad Chaubey, dan Adi Prajitno. Sebelumnya,
Antasari menyatakan eksekusi mereka akan dilakukan dua sampai tiga
bulan sejak salinan putusan grasi diterima para terpidana. Pengacualian
hanya diberikan pada Jurit bin Abdullah yang memang belum pernah
mengajukan PK.
Meski demikian, lima terpidana mati lainnya termyata kembali mengajukan
PK dengan berbagai alasan. PK tersebut kemudian diproses di semua
pengadilan negeri di masing-masing lokasi penahanan terpidana. Antasari
mengaku Kejaksaan Negeri di Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan
Jawa Timur yang bertugas melakukan eksekusi, sudah mengajukan
keberatan pada hakim. "Karena sesuai hukum acara kita, PK hanya bisa
diajukan sekali,” kata Antasari.
Karena perkembangan itulah, Kejaksaan Agung memutuskan tidak
melakukan eksekusi hukuman mati sebelum Mahkamah Agung
memutuskan soal pengajuan PK itu. “Bagaimana kalau PK diterima dan

eksekusi sudah dilakukan? Bantu saya menghidupkan mereka yang

sudah ditembak mati,” kata Antasari sambil tergelak.
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Namun Antasari mengaku Kejaksaan Negeri tetap melakukan proses
persiapan eksekusi. “Kami sudah koordinasi dengan polisi, dokter dan
rohaniawan,” katanya. Bahkan Kejaksaan, menurut Antasari, sebenamya
tinggal menentukan tanggal pelaksanaan hukuman tembak.

Kejaksaan Agung berharap Mahkamah Agung segera memutuskan PK

semua terpidana mati demi memberi kepastian hukum, demikian Antasari

(Wahyu Dhyatmika -~ Tempo News Room)
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